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z Jim ] -
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apostrof, tetapi lambang ini
s Hamzah ' tidak  dipergunakan  untuk
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ditulis jama’ah
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Huruf Besar
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ABSTRAK

Saadah, Nelis. 2022. “Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Tafsir Tematik Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI terhadap Penafsiran Ayat-ayat Qisas™.
Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Heriyanto, M.S.I.

Pembahasan mengenai Qisads banyak dibahas serta menuai berbagai
anggapan tentang hukum Qisas di masyarakat. Bahkan hukum Qisas ini dianggap
hukum yang melanggar hak yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu hak asasi
manusia atau sering disebut HAM. Kitab tafsir tematik Hukum, Keadilan, dan
HAM karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI ini dicetak pada
tahun 2010. Kitab tafsir ini fokus pada pembahasan mengenai hukum, keadilan, dan
hak asasi manuisa. Penelitian ini menjelaskan permasalah terkait bagaimana konsep
HAM dalam penafsiran ayat-ayat Qisas perspektif tafsir Kemenag dan bagaimana
relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat Qisas dalam diskursus HAM
di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep HAM di dalam
penafsiran ayat Qisas dan relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat
Qisas dalam diskursus HAM di Indonesia. Penelitian ini merupakakan penelitian
kualitatif berupa penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan
Maudhu’i atau tematik. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan
dokumentasi. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis
yuridis-normatif.

Hasil penelitian ini yaitu pertama Tafsir ayat Qisas kemenag RI
merepresentasikan penegakkan HAM melalui Qisas. Konsep Hak Asasi Manusia
dalam penafsiran ayat-ayat Qisas Kemenag RI pada penafsiran Qs. al-Baqarah ayat
178 dan Qs. al-Maidah ayat 45 terdapat ruang lingkup HAM yaitu hak memperoleh
keadilan serta terdapat prinsip dasar HAM yaitu prinsip dasar persamaan atau
kesetaraan dan prinsip dasar non diskrimasi. Persamaan yang dimaksud bahwa
setiap manusia berhak memperoleh keadilan dalam pemenuham HAM. Sedangkan
prinsip persamaan dan non diskrimasi yaitu pemenuhan HAM tidak oleh
memandang manusia dari status sosial, suku, ras, agama, usia, jenis kelamin, serta
perbedaan yang lainnya. Sedangkan dalam Qs. al-Baqarah ayat 179 yaitu dalam
hukum Qisas terdapat jaminan kehidupan untuk manusia, kemudian juga terdapat
ruang lingkup HAM yaitu Hak hidup dan hak atas rasa aman. Selain itu, dalam
penafsiran ayat ini terdapat aspek pemaafan.

Hasil penelitian Kedua, Penafsiran Kemenag RI terhadap Penafsiran ayat-
ayat Qisas memiliki relevansi secara yuridis normatif dengan HAM di Indonesia
yang ada di dalam UUD 1945 yaitu pada pasal 28 A, 28 B, pasal 28 D ayat 1 dan
Pasal 28 I ayat 2. Selain itu juga memiliki relevansi dengan UU No. 39 Tahun
1999Y aitu pada pasal 4, Pasal 9 ayat 1 dan 2, Pasal 17 dan Pasal 30. Namun, dalam
ketentuan normatifnya pelaksanaan hukum gisas masih terdapat perbedaan
pandangan dan pelaksanaannya. Dalam negara indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan, otonomi daerah dan ketentuan hukum Islam yang telah ditentukan.

Kata kunci: Qisas, HAM, tafsir tematik Hukum, Keadilan, dan HAM Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia sudah diberikan hak dasar yang sepadan oleh Tuhan. Hak
dasar tersebut dikenal dengan sebutan HAM.! HAM ialah hak yang diberikan
oleh Tuhan yang sifatnya kodratif, fundamental serta merekat pada setiap diri
manusia dimana hak tersebut harus di junjung tinggi oleh setiap individu,
masyarakat serta negara. Undang-Undang No.39 tahun 1999 pasal 1
menyebutkan bahwa HAM ialah hak yang merekat pada hakikat serta kehadiran
manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimana hak tersebut harus dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap individu, pemerintah serta hukum,
guna menjaga serta melindungi harkat martabat manusia.’

Seluruh manusia memiliki hak hidup tentram, sejahtera secara lahir
maupun batin.’> Melindungi serta menjaga keselamatan setiap manusia di dalam
agama islam ialah hak dan kewajiban asasi yang paling utama, sebab hidup
adalah rahmat dari Tuhan.oleh karena itu, tidak satu pun orang dapat merampas

hak tersebut terkecuali pada ketetapan Tuhan Yang Maha Esa.*

Tetapi,
maraknya kasus kriminal di Indonesia yang hari demi hari bertambah

mengakibatkan terancamnya hak untuk hidup layak bagi setiap orang. Selain itu,

' Achmad Suhaili, “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di
Indonesia”, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadist Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 176

2 Dwi suslisworo, dkk, “Hak Azasi Manusia”, Hibah Materi Pembelajaran Konvensional,
2012, hlm. 2

3 UU no. 39 tahun 1999 pasal 9 https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-
39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf diakses pada tanggal 11 September 2021 pukul 12:10

* Anang Harianto, “Konsep Qisas Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara”, (Jakarta:
UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 1




kasus kriminal juga meresahkan masyarakat dan menjadikan masyarakat selalu
waspada dalam menjalankan kegiatan sehari-hari agar terhindar dari resiko
pelaku tindak kriminal baik ketika sedang berada di lingkungan rumah maupun
luar rumah. Hal tersebut disebabkan karena angka kriminalisasi yang setiap
tahunnya selalu bertambah dengan bebagai macam kejahatan. Beragam laporan
menuturkan bahwa naiknya kasus kejahatan ini diakibatkan oleh beragam
permasalahan dalam kehidupan seperti permasalahan sosial, ekonomi, politik,
bahkan permasalahan kecil menjadi penyebab terjadinya kasusu kriminal.
Seperti yang disampaikan oleh /ndonesia Police Watch (IPW) bahwa kejahatan
yang masih mendominasi dari tahun ketahun diantaranya adalah pembunuhan
dan pengroyokan.’

Kejahatan terhadap jiwa merupakan kejahatan dengan jumlah besar
setelah kejahatan harta benda.® Bagi pelaku kejahatan terhadap jiwa seseorang
yang berakibat pada kematian, dikenai hukuman yang disebutkan didalam pasal
338 KUHP berbunyi, “barangsiapa secara sengaja menghilangkan nyawa
seseoramg sebab pembunuhan, diganjar hukuman penjara selama-lamanya
lima belas tahun”.” Hukuman pidana umum ini memiliki tujuan yaitu untuk

memberi sanksi atau hukuman kepada para pelaku tindak pidana. Akan tetapi,

5> Anang Harianto, “Konsep Qisas Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara”,...hlm. 1

¢ Ahmad Rajafi, “Qisas Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam
Kitab Al-Muwafaqat)”, Jurnal Al-Syir’ah Vol. 8 No. 2, 2010, him. 461

7 Siti Anisah, “Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakan keadilan”, Jurnal Syariah 4,
Juli 2016, hIm.99



hukum pidana sudah diterapkan dengan mengatasnamakan HAM, namun
kejahatan menghilangkan nyawa atau pembunuhan masih terjadi.®

Seseorang yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain dalam
hukum pidana islam, dikenai hukuman pidana, yaitu dengan tindak pidana
daintaranya dijelaskan dalam Qs. al-Bagarah ayat 178-179 disebut dengan gisds.
Qisas merupakan pembalasan seimbang atau memberikan hak kepada seseorang
yang dirugikan membalas kepada pihak yang merugikannya dengan kadar yang
seimbang (setara), seperti pembunuhan dibalas dengan pembunuhan.’ Namun,
pelaksanaan hukum gisds ini diserahkan kepada keputusan keluarga korban,
dengan pilihan apakah hukum gisas tetap dilaksanakan atau dimaafkan dengan
membayar diyat (ganti rugi) atau denda sesuai dengan yang ditentukan oleh
keluarga yang terbunuh. Hal ini menunjukan setiap perbuatan yang
menghilangkan nyawa seseorang bisa dijatuhi hukum gisas- diyat.'°

Berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan berakibat memunculkan
metode guna menetapkan hukum, seperti dengan Hak Asasi Manusia (HAM).!!
Menurut sebagian masyarakat modern pidana mati merupakan hukum pidana

yang melanggar HAM. Karena HAM sudah menyatu pada diri manusia sebagai

pemberian Tuhan maka HAM tidak bisa dikurangi. Jadi, yang dibutuhkan oleh

8 Ahmad Rajafi, “Qisas Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam
Kitab Al-Muwafaqat)”,...hlm.462

% Shafra, “Toleransi Hukum Islam Dalam Pidana”, Jurnal Al-Hurriyah Vol. 10 No. 2, 2009,
hlm. 86

10 Ahmad Rajafi, “Qisas Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam
Kitab Al-Muwafaqat)”, Jurnal Al-Syir’ah Vol. 8 No. 2, 2010, hlm.462-463

"' Ahmad Rajafi, “Qisas Dan Magqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam
Kitab Al-Muwafaqat)”,...hlm. 463



negara dan hukum ialah mengakui serta jaminan perlindungan HAM meskipun
hukum pidana mati suatu ketetapan yang berlaku disuatu negara hukum.'?

Anggapan terhadap hukum pidana islam salah satunya adalah gisas yang
hanya dipahami dari aspek sanksinya (ugubat) saja memunculkan kesan bahwa
hukum pidana islam itu kejam, hukum Arab pada masa klasik dan juga agama
islam dianggap agama yang tidak menghormati HAM, khususnya tidak
menghormati hak hidup setiap individu manusianya.'*> Menurut Prof. Amin
Suma, permasalahan hukuman dalam hukum pidana islam, apapun bentuknya,
baik gisas, atau hukuman hudud jangan dipahami secara kaku atau terlalu kaku.
Karena, dalam hukum pidana islam terdapat hikmah.'*

Seperti dalam penerapan hukum islam lainnya, yaitu hukuman potong
tangan kepada seseorang yang melakukan pencurian. Beberapa pendapat
mengenai teknis eksekusi potong tangan, apakah yang dipotong bagian ujung
jari sampai bahu, ujung jari sampai mata siku, dipotong dari ujung jari sampai
pergelangan tangan saja, atau dipotong jarinya saja.!’> Kemudian perbedaan
pendapat oleh para Sahabat mengenai hukuman yang diberlakukan kepada
seseorang yang telah melakukan pencurian berulang kali. Sahabat Abu Bakar as-
Shidig, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, serta Umar Ibn Abdul Aziz

menetapkan hukuman dengan memotong tangan kirinya untuk seseorang yang

12 Rosma Yeti, “Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi
Manusia (HAM)”, Jurnal Ilmiah I[lmu Hukum Vol. 26 No. 4, 2020, hlm. 493

13 Shafra, “Toleransi Hukum Islam Dalam Pidana”, Jurnal Al-Hurriyah Vol. 10 No. 2, 2009,
hlm. 86

14 Shafra, “Toleransi Hukum Islam Dalam Pidana”,...hIm. 87-88

15 Salma, “Kedudukan Lafadz Gl ¢ Dalam Kajian Ushul dan Pengarujnya Terhadap
Hukuman Potong Tangan”, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 13 No. 1. 2013,
hlm. 88-90



melakukan pencurian ketiga kali, memotong kaki kanan untuk pencurian
keempat kali. Kemudian untuk seseorang yang melakukan pencurian kelima
kalinya, Sahabat Abu Bakar dan Umar dijatuhi hukuman serta mengurungnya
sedangkan sahabat Usman dan Umar Ibn Abdul Aziz membunuhnya.!'®
Kemudian dalam penerapan hukum potong tangan yang dilaksanakan oleh
Sahabat Ali bin Abi Thalib dijelaskan dalam sebuah riwayat, sahabat Ali bin Abi
Thalib memotong jari serta memotong satu ruas ujung jari budak yang
mencuri.!” Sedangkan pelaksanaan hukuman oleh Sahabat Ali untuk pelaku
pencuri yang berulang kali dijelaskan dalam sebuah riwayat yaitu, telah
menuturkan kepadaku Abu Mu’syir dari Said bin Abu Said Al Magbiri dari
ayahnya, ia berkata: “Aku telah mendatangi sahabat Ali bin Abi Thalib dengan
membawa salah seorang laki-laki yang pernah mencuri yang sebelah tangan
serta kakinya putus. Kemudian, la (Ali) menanyakan kepada para sahabat, apa
tanggapan kalian tentang hal ini?. Para sahabat menjawab, potong ya Amirul
Mu’minin. Ali bin Abi Thalib berkata “Aku bunuh dia apabila kudapati dia
membunuh. Sebab bagaimana dia memakan makanan, bagiamana dia berwudu
untuk shalat, bagaimana dia bersuci dari junub, serta bagaiamana ia berdiri”.
Kemudian, Sahabat Ali bin Ali Thalib memberikan hukuman dengan

memenjarakan si pencuri selama beberapa hari lalu membebaskannya. (H.R.

Baihagqi).!®

16 Eficandra, “Magqashid Al-Shari’ah: Suatu Kajian Terhadap Ijtihad Ali Tbn Abi Thalib”,
Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12 No. 1, 2012, him. 37

17 Salma, “Kedudukan Lafadz Gl  Dalam Kajian Ushul dan Pengarujnya Terhadap
Hukuman Potong Tangan”,...,hlm.90

8 Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif
Hukum Islam”, Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 2, 2008, hlm. 253



Perdebatan terhadap penerapan hukum pidana islam sudah terjadi sejak
zaman para Sahabat, bahkan di zaman yang berkembang sekarang ini seperti
yang telah dijelaskan diatas perkembangan ilmu pengetahuan berdampak pada
penentuan hukum. Seperti menentukan hukum melalui pendekatan ilmu
pengetahuan lain, yaitu pendekatan HAM dan masih ada anggapan masyarakat
modern terhadap hukum pidana mati dalam islam yaitu hukum gisas yang
dianggap kejam, tidak manusiawi dan ketinggalan zaman.'!® Lalu bagaimana
penerapan hukum gisdas di Indonesia, sedangkan negara Indonesia adalah negara
yang menghormati dan memuliakan HAM,?® negara presidensial,?! tetapi negara
yang mayoritas penduduknya muslim. Lalu, bagaimana Kemenag RI sebagai
badan yang mengurusi permasalahan di bidang agama menanggapi hal ini
melalui kitab Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia
terhadap ayat-ayat yang menjelaskan hukum gisas, apakah ada alternatif atau
batasan dalam penerapan hukum gisas atau sebaliknya.

Adapun alasan penulis memilih Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan Hak
Asasi Manusia dari Lajnah Pentashihan Muahaf al-Qur’an Kemenag RI sebagai
bahan kajian dalam penelitian ini adalah, bagaimana cara pemerintah selaku
pemegang kekuasaan atau wewenang dalam menentukan suatu hukum dengan

dituangkan dalam bentuk kitab tafsir. kemudian, menurut Atik Wartini kitab

19 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir Al-
Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf
Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), hlm. 367

20 Agus Widodo, “Telaah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara
Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 12 No. 1, 2014, him. 1

2L M. Alfin Ardian dan Ridham Priskap, “Analisis Yuridis Tentang Sistem Pemerintahan
Presidensial Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal of Contitutional
Law, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 1



Tafsir tematik ini merupakan kitab tafsir yang bernuansa ke-Indonesiaan yang
memiliki relevansi dimasa sekarang ini. Sebab, tafsir tematik ini dibentuk
dengan bersadarkan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informasi. 2 Nur Azizah juga menjelaskan bahwa kitab tafsir tematik
ini memuat pendapat mufasir di Indonesia dan Kemenag RI menyusun kitab
tafsir ini agar bisa membantu dan memudahkan umat muslim dalam memahami
kandungan al-Qur’an.”

Melalui penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik
mengangkat permasalahan bagaimana konsep hak asasi manusia dalam
penafsiran tafsir Tematik kemenag RI terhadap ayat-ayat Qisas dengan judul
penelitian DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM TAFSIR
TEMATIK LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN
KEMENTRIAN AGAMA RI TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT
QISAS.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan permasalahan penelitian diatas, dirumuskan
permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penafsiran ayat-ayat

Qisas perspektif tafsir Kemang RI?

22 Atik Wartini, “Tafsir Tematik Kemenag: Studi Al-Qur’an dan Pendidikan Anak Usia
Dini”, Jurnal Maghza, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 3

23 Siti Nur Azizah Wijatani, “Pesan Moral Dari Kisah Nabi Sulaiman dan Semut (Kajian
Komparatif Antara Tafsir Kementrian Agama dan Tafsir Al-Misbah)”, (Jakarta: UIN Syarif
Hidayatullah, 2019, him. 5



2. Bagaimana relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat Qisdas

dalam diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep HAM didalam penafsiran ayat-ayat Qisds
perspektif tafsir Kemenag RI.

2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat
Qisas dalam diskursus HAM di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, karya ini diharapkan bisa menambah referensi serta
wawasan mengenai tema dalam penelitian.

2. Manfaat praktis, karya ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta
pemahaman kepada masyarakat mengenai dimensi HAM dalam Penafsiran
ayat-ayat Qisas khususnya di dalam tafsir Kemenag RI dan relevansinya
dalam diskursus HAM di Indonesia.

E. Penelitian Relevan
Mengkaji tentang HAM dan Qisas bukanlah sesuatu yang baru. Penulis
memperoleh beberapa penelitian yang relevan yang dapat dijadikan pijakan
dalam penelitian ini dengan terbagi menjadi dua yaitu Tafsir ayat-ayat Qisas
serta HAM dan agama.
Berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Qisas terdapat beberapa penelitian
relevan yaitu penelitian dari Niamah Lailatul Husna berjudul “Qisas Dalam Al-
Qur’an (Telaah Dalam Pemikiran Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam

Al-Qur’an dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tdasir al-Munir)”,



penelitian dari Budi Ismail berjudul “Studi Qisas Dalam Penafsiran Ibnu Katsir
Dan Qurais Shihab”, penelitian dari Anang Harianto berjudul “Konsep Qisas
Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara”, penelitian dari Akhmad Sulaiman
berjudul “Reinterpretasi Ayat al-Qisas Qs. al-Bagarah ayat 178-179
(Pendekatan Maqashid al-Syariah dan Sosio-Historis)”, serta penelitian dari
Achmad Muji berjudul “Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisas Dalam
Al-Qur’an (Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Adullah Saeed)”.

Penelitian-penelitian diatas yakni yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat
Qisas membahas penafsiran ayat-ayat Qisas secara mendalam mulai dari
konteks diturunkannya ayat hukum Qisdas, pendapat para ulama tafsir mengenai
penafsiran ayat-ayat Qisas dengan menggunakan berbagai pendekatan, serta
relevansi penerapan hukum Qisds di masa sekarang ini.

Sedangkan penelitian relevan yang berkaitan HAM dan agama yaitu
penelitian dari Rosma Yeti berjudul “Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam
Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, penelitian dari
Rokhmadi berjudul “Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam di
Era Modern”, penelitan dari M. Syaf’ie berjudul “Pemikiran Organisasi Islam
Tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hak Asasi Manusia”, dan
penelitian dari Aas berjudul “Reinterpretasi Ayat-Ayat Qisas Dengan Metode
Double Movement”. Beberapa penelitian ini menjelaskan mengenai penerimaan

adanya hukum Qisas tetapi, pelaksanaan hukum Qisas ini merupakan
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tanggungjawab pemerintah?* dan pelaksanaannya pun harus dilaksanakan sesuai
Undang-Undang secara adil tanpa adanya deskriminasi®® agar tidak
menimbulkan kesalahpahaman tentang hukum ini terutama mengenai
pelanggaran HAM karena hukum Qisds ini mengandung nilai moral yakni
melindungi HAM yaitu hak hidup.?

Penelitian relevan yang telah dijelaskan diatas sama-sama membahas
penafsiran ayat-ayat Qisas dan HAM. Namun tentu memiliki perbedaan yakni
baik dari kitab tafsir yang digunakan, metode, serta pendekatnnya. Sebab,
penelitian yang peneliti lakukan ini fokus kepada dimensi HAM dalam
penafsiran ayat-ayat Qisas perspektif tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan
HAM karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat
Kementrian Agama RI serta fokus pada bagaimana konsep HAM yang terdapat
dalam penafsiran ayat-ayat Qisas dan relevansi penafsiran Kemenag RI
mengenai ayat-ayat Qisas dalam diskursus HAM di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kajian mengenai HAM menjadi isu global yang terus diperbincangkan
sampai sekarang ini. Sebab, HAM adalah kebutuhan mendasar yang
dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia dari manusia lahir yakni diantaranya

meliputi hak hidup, hak beragama, hak berekspresi, hak untuk hidup layak, hak

24 M. Syaf’ie, “Pemikiran Organisasi Islam Tentang Penerapan Hukum Pidana Islam:
Tinjauan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 02 No. 2, 2019, him. 226

25 Rokhmadi, “Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern”, Jurnal
at-Tagaddun Vol. 8 No. 2, 2016, him. 151

26 Aas Siti A, “Reinterpretasi Ayat-Ayat Qisas Dengan Metode Double Movement”,
(Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019), hlm. 1
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berpendapat. Maka, hak tersebut sudah semsetinya dilindungi serta diberikan
kebebasn sesuai dengan sifatnya.?’” Berkembangnya istilah HAM ini bersumber
dari Barat yaitu berawal dari di deklarasikannya HAM internasional oleh 7The
Universal Declaration Of Human Right. Namun, diskursus tentang HAM ini
masih diperdebatkan. Satu pihak mengkalaim HAM ini seharusnya dilakukan
secara sama serta menyeluruh di dunia dan satu pihak lain menginginkan
pelaksanaan dan penegakkan HAM ini dilakukan dengan sudut pandang khusus,
yakni sesuai dengan kondisi budaya serta keyakinan masyarakat.?
Guna memperjelas dan menghindari kecacatan pemahaman, penulis
menggunakan beberapa teori yang relevan, yaitu sebagai berikut:
1. Hak Asasi Manusia
Teori ini penulis gunakan untuk mengetahui konsep HAM mulai dari
definisi HAM, Sruang lingkup HAM, teori HAM, prinsip dasar HAM, serta
sejarah HAM. Secara bahasa, HAM terbentuk dari tiga kata, yakni hak, asasi,
serta manusia. Kata hak dan asasi merupakan dua kata pertama yang berasal
dari bahasa Arab yaitu haqq dan asasiy, sedangkan manusia merupakan kata
dalam bahasa Indonesia. Kata hagq diabil dari kata haqqa, yahiqqu, hagqaan
yang memiliki arti benar, nyata, pasti, tetap serta wajib. Kata haqq dapat
diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melaksanakan sesuatu

atau tidak melaksanakan sesuatu.?’

27 Hamlan AB. Andi Malla, “Islam Dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hunafa Vol. 2 No. 3,
2005, him. 253

28 Hamlan, “Islam Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 258

2% Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia” (Semarang: UNDIP, 2010), him. 1
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Sedangkan kata asasiy berasal dari akar kata assa, yaussu, asassan yang
diartikan membangun, mendirikan, meletakkan, atau bisa pula diartikan asal,
asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Kata asasi diartikan segala sesuatu
yang sifatnya mendasar serta fundamental yang selalu merekat pada
obyeknya. Melalui penjelasan tersebut hak asasi manusia dalam bahasa
Indonesia dapat diartikan hak-hak mendasar pada diri manusia.*

HAM dalam UU nomor 39 tahun 1999 yakni hak yang merekat pada
hakikat serta kehadiran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimana hak
tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap individu,
pemerintah serta hukum, guna menjaga serta melindungi harkat martabat
manusia. Dapat disimpulkan secara garis besar HAM dapat ddefinisikan hak-
hak yang harus diakui secara universal sebagai hak-hak yang merekat pada
manusia sebab hakikat serta kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.>!
2. Hukum Qisas

Teori ini penulis gunakan untuk mengetahui konsep hukum Qisas mulai
dari definisi Qisds, ayat-ayat tentang hukum Qisas, motif keagamaan atau
tujuan hukum Qisas, penafsiran ayat-ayat Qisas, serta mengetahui pendapat
para ulama mengenai hukum Qisdas. Qisas menurut bahasa berasal dari kata
qashsha-yaqushshu-qgishasha— wa qashashan (Lawd g Lad -y —(aB) yang
memiliki makna menggunting, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan

membalas.’? Selan itu, Qis@s dalam arti bahasa juga disebut 2% &% yang

30 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”,...hlm. 1-2

31 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”,...hlm. 2-3

32 Paisol Burlian, “Implementasi Hukuman Qishash di Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika,
2015), hlm. 28
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artinya menelusuri jejak. Devinisi ini digunakan sebagai arti hukuman, sebab
orang yang berhak atas qisas mengikuti serta menelusuri jejak tindak pidana
dari si pelaku. Qisds dapat juga diartikan 44l yang artinya keseimbangan
atau kesepadanan. Setelah dijelaskan definisi Qisas secara istilah, maka dapat
dijelaskan definisi Qisds secara istilah.*?

kitab al-Mu’jam Al-Wasith Qisas diartikan menjatuhkan sanksi hukum
kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang
dilakukan; nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh.
Maknanya, nyawa seorang pelaku pembunuhan dapat dihilangkan sebab
pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiyaan dapat

dianiaya sebab pernah menganiaya korban.>*

. Relasi Agama dan HAM

Teori relasi HAM dan agama ini penulis gunakan untuk mengetahui
apakah agama dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan, bagaimana
keterkaitan penafsiran ayat-ayat Qisas dengan hak asasi manusia dan
digunakan untuk mengetahui bagaimana prinsip dasar hak asasi manusia
dalam islam. Berikut penjelasan teori relasi agama dan HAM.

Pandangan HAM menurut kaum muslim pada umumnya adalah istilah
yang lahir dan diperkasai oleh bangsa-bangsa Barat. Tetapi, hal ini tidak
sepenuhnya benar karena deklarasi HAM ini bukan hanya melibatkan

negara-negara Barat, namun melibatkan seluruh negara di dunia, bahkan

149

33 Ahmad Wardi Muslich, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 148-

34 M. Nurul Irfan, “Hukum Pidana Islam” (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), him.
30
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negara-negara Muslim yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa
atau PBB. HAM dalam islam muncul bersamaan dengan lahirnya islam itu
sendiri hal ini menjadikan manusia akrab dengan segala bentuk aturan yang
mencerminkan HAM. Mulai dari hal yang sederhana yakni saling
menghormati sampai pada kebebasan menganut agama. Selain itu, posisi
HAM dalam islam tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar sesama
manusia saja. Tetapi, sampai menyentuh hak makhluk hidup Tuhan lainnya
meskipun hal ini berada di luar HAM.*

Ajaran islam menekankan lima keperluan dasar manusia yang harus di
lindungi yaitu jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasab), harta benda
(al -mal) serta agama (al-din). Berkaitan dengan perlindungan terhadap
jiwa/hidup yakni hak hidup layak dan hak untuk tidak dianiaya. Perlindungan
terhadap akal yakni hak mengenyam pendidikan dan hak kebebasan berpikir
serta berpendapat. Kemudian perlindungan harta yakni hak guna memiliki
karena dalam ajaran agama islam, Tuhan memberikan hak kepemilikan
kepada manusia sebagai haknya serta memperolehnya dengan cara atau usaha
berbeda dengan orang lain sesuai dengan kemapuan dan rezekinya serta
perlindungan agama yaitu mengimplikasikan hak kebebasan beragama atau
menganut agama.36

Muhammad Hamdi Zaqzuq menjelaskan, hak-hak asasi manusia dalam

islam dibangun atas dua prinsip utama, yakini prinsip persamaan manusia (a/-

35 Ahmad Gaus AF, dkk, “Tanya Jawab Relasi Islam Dan Hak Asasi Manusia”, (Jakarta:
CSRC, 2014), him. 8-9

3 Edi Gunawan, “Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam”, Jurnal
Kuriositas Vol. 11 No. 2, 2017, hlm. 122-123
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musawah) dan prinsip kebebasan setiap individu (al-hurriyah). Prinsip
persamaan manusia (al-musawah) ini bertumpu pada dua pilar kokoh ajaran
islam yaitu kesatuan asal muasal manusia serta kehormatan kemanusiaan
universal.’’

Islam memandang sangat jelas Allah menciptakan manusia dari jiwa
yang satu. Dengan demikian, semua umat manusia adalah saudara dalam
keluarga besar kemanusiaan yang menafikan segala bentuk kasta serta strata.
Perbedaan yang terdapat dalam setiap manusia sejatinya tidak menjadikan
substansi kesatuan kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Oleh
sebab itu, perbedaan yang dimiliki setiap manusia hendaknya dijadikan
sebagai landasan untuk saling mengenal, tolong menolong sesama manusia,
bukan sebagai penyebab terjadinya benturan dan perselisihan.®

Kemudian prinsip yang kedua yakni prinsip kebebasan setiap individu
(al-hurriyah). Dalam pandangan islam, hak sasi manusia dalam prinsip
kebebasan ini adalah manusia diberi tugas serta tanggung jawab untuk
memakmurkan bumi serta membangun peradaban yang manusiawi. Tugas
serta tanggung jawab tersebut meniscayakan suatu kebebasan, sebab suatu
pertanggungjawaban lahir sebagai konsekuensi dari tersedianya kebebasan

guna memilih atau menentukan pilihan. Karena itu, kebebasan manusia

37 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir Al-
Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 12-13

38 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir Al-
Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 13
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mendapatkan jaminan dalam islam. Bahkan dalam menentukan pilihan untuk
memuluk agamapun islam memberikan kebebasan. >
Maka dengan demikian, prinsip kebabasan dalam islam mencakup
seluruh aspek kehidupan yakni kebebasan beragama, kebebasan berpolitik,
kebebasan berpolitik, kebebasan berfikir, kebebasan berekspresi serta
kebebasan berserikat. Dapat disimpulkan juga bahwa islam ada keterkaitan
yang sangat erat antara hukum, keadilan, serta penghargaan atas hak-hak asasi
manusia.*’
4. Dimensi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945
Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945
dalam pasal 28A-28J pasal ini secara normatif menjamin Hak Asasi
Manusia diantaranya penulis mengambil dimensi HAM pada pasal Pasal 28
A, Pasal 28 B, Pasal 28 D ayat 1, dan Pasal 28 I ayat 2. Dimensi HAM pada
pasal-pasal tersebut, peneliti gunakan untuk mengetahui dimensi apa saja
yang ada di dalam ayat-ayat Qisas serta sebagai analisis secara yuridis
normatif untuk mengetahui relasi penafsiran ayat-ayat Qisas dengan HAM
di Indonesia khususnya di dalam UUD 1945. Berikut penjelasan pasal-
pasalnya:

a. Pasal 28 A yang menjelaskan hak untuk hidup dan mempertahankan hidup

dan kehidupannya;

39 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir Al-
Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 14

40 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag R1, “Tafsir Al-
Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 14
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b. Pasal 28 B ayat hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi;

c. Pasal 28 D ayat 1 hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian
hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum dijelaskan
dalam pasal;

d. Pasal 28 I ayat 2 hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatuf atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan
doskriminatif tersebut diatur didalam.*!

5. Dimensi Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999
UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan tentang hak asasi manusai yang
didalamnya mencakup 10 hak-hak sebagai berikut:
a. Hak untuk hidup;
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
c. Hak mengembangkan diri;
d. Hak memperoleh keadilan;
e. Hak atas kebebasan pribadi;
f. Hak atas rasa aman;
g. Hak atas kesejahteraan;
h. Hak turut serta dalam pemerintahan;
1. Hak wanita;

j. Hak anak.*

41 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2015), hlm. 85-87

42 Tenang Haryanto, dkk, “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen”. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2,
2008, him. 143
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Peneliti mengambil 3 dimensi HAM dari 10 dimensi HAM diatas,
yaitu hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman. Dimensi
tersebut dijelaskan dalam pasal Pasal 4, pasal 9 ayat 1, Pasal 17, dan pasal
30. Dimensi HAM pada pasal-pasal tersebut, peneliti gunakan untuk
mengetahui dimensi apa saja yang ada di dalam ayat-ayat Qisas serta
sebagai analisis secara yuridis normatif untuk mengetahui relasi penafsiran
ayat-ayat Qisas dengan HAM di Indonesia khususnya di dalam UU No. 39
Tahun 1999. Berikut penjelasan pasal-pasalnya:

a. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “hak untuk hidup, hak untuk
tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi
dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;

b. Pasal 9 ayat 1 menjelaskan “setiap orang berhak untuk hidup,
mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”; ayat 2
“setiap berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir
dan batin”;

c. Pasal 17 menjelaskan “setiap orang, tanpa deskriminasi, berhak
memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan
gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta
diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai

dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh
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hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan
benar”;

d. Pasal 30 mejelaskan “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu”.*?

G. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan tematik yaitu
rancangan yang membahas satu tema khusus dalam ayat-ayat al-Qur’an.
Penggunaan pendekatan ini diharapkan diperolehnya pengetahuan sepenuhnya
serta menyeluruh tentang tema yang diteliti, yaitu tentang HAM dalam
penafsiran ayat-ayat Qisas. Didalam buku Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu’i
karya Prof. Dr. Abd Al-Hayy Farmawi, beliau memaparkan secara terperinci
langkah-langkah yang dilakukan pada saat melakukan metode maudhu’i.
Diantara tahapan-tahapan metode maudhu’i ialah sebagai berikut:**
1. Menentukan tema atau topik penelitian,
2. Mengumpulkan ayat-ayat yang terikat pada tema yang dibahas,
3. Disusunnya ayat-ayat tersebut sesuai runtutan turunnya dengan Pemahaman

mengenai asbab an-nuzul.

4. Mengetahui munasabah atau hubungan ayat tersebut dengan tiap-tiap

suratnya.

5. Membuat pengkajian dalam konteks lengkap (membuat outline),

43 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”..., hlm. 88-89
“ Moh. Tulus Yamani, “Memahami Al-Qur’an Dengan Metode Tafsir Maudhu i, Jurnal
PAI Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 280-281
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6. Melengkapi dengan hadis yang sesuai dengan tema pembahasan,

7. Menelaah ayat-ayat secara utuh serta mengumpulkan ayat-ayat yang
memiliki makna yang sama, menyepakati ayat ‘am dan khas, mutlaq dan
mugayyad sehingga secara keseluruhan bertemu dalam satu titik,

8. Menyusun kesimpulan yang menguraikan telaah al-Qur’an atas tema yang
dibahas.

Sesudah pengumpulan data-data dari sumber primer atupun sekunder,
penulis kemudian mengolah serta menyajikan data tersebut dengan analisis
yuridis normatif yaitu analisis yang fokus pada telaah tekstual terhadap teks-
teks hukum.* Dalam penelitian ini fokus pada dimensi HAM yang mengacu di
dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Berikut kerangka berfikir yang

digunakan oleh peneliti:

Ayat-ayat Qisas dalam Tafsir Kemenag

RI

Metode tematik atau Maudu’i

4 M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto
(Crypto Currency di Indonesia)”, Jurnal Supermasi: Jurnal Ilmia I[lmu Hukum Vol. 11, No. 2,
2021, him. 4
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Analisis yuridis normatif

Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

dan UU No. 39 Tahun1999

Dimensi Hak Asasi Manusia dalam
Tafsir Kemenag terhadap penafsiran

ayat-ayat Qisas

H. Metodologi Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa pustaka
(library research), karena dalam penelitian ini data peneliti peroleh melalui
berbagai literatur kepustakaan seperti buku, kitab-kitab tafsir, artikel jurnal,
serta skripsi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan pendekatan Maudui’. Sebab, penelitian ini mengkaji
satu tema atau topik khusus didalam al-Qur’an. pendekatan tematik ini sudah
lazim digunakan oleh para ulama atau mufasir sebab pendekatan ini dianggap

sebagai pendekatan pilihan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat
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di masa sekarang serta pendekatan ini dipandang sebagai metode yang paling
obyektif.*
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terbagi menajdi dua, yaitu:
a. Sumber data primer
Sumber data utama atau daata primer dalam penelitian ini
yaitu al-Qur’an serta Kitab Tafsir Tematik karya Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI
yaitu Hukum, Keadilan, dan HAM.
b. Sumber tata sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui
buku, skripsi, jurnal, dan website yang mampu melengkapi data
dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder dalam bentuk
buku diantara yaitu, buku  Hukum Pidana Islam®, buku
Implementasi Hukuman Qishash di Indonesia®®, buku hukum pidana

islam®, buku hukum hak asasi manusia®, buku Hak Asasi Manusia

4 Nur Hasan, “Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur’an Temati”, https://alif.id/read/nur-
hasan/mengenal-metode-penafsiran-alquran-tematik-b222212p/ diakses pada Sabtu 12 Februari
2022 pukul 20.43

47 Ahmad Wardi Muslih, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

48 Paisol Burlian, “Implementasi Hukum Qisas di Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

4 M. Nurul Irfan, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika Offse, 2016)

50 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”, (Semarang: Badan Penelitian Universitas
Diponegoro, 2015)
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Teori, Perkembangan dan Pengaturan®', buku Dasar-dasar Ilmu
Politik.>

Sumber data sekunder diperoleh dari kitab tafsir yaitu Tafsir
Al-Qur’an Tematik Pembangunan Generasi Muda®®, Tafsir Al-
Qur’an Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup®*, Tafsir AlI-Qur’an
Tematik tanggung jawab sosial®, Tafsir Al-Qur’an Tematik
komunikasi dan informasi®®, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan
Keserasian Al-Qur’an®’, Terjemah Tafsir al Qurthubi®®, Mu jam al-
Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim.>®

Sumber data sekunder diperoleh dari skripsi diantaranya
yaitu skripsi Konsep Qisas Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir
Nusantara®, skripsi Qisas Dalam Al-Qur’an (Telaah Dalam

Pemikiran Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an

5! Firdaus Arifin, “Hak Asasi Manusia teori, perkembangan dan pengaturan”,

(Yogyakarya: Thafa Media, 2019)

52 Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar llmu Politik”, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008)

53 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama R, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik Pembangunan Generasi Muda”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an
Kemenag RI, 2011)

54Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an
Kementrian Agama RI, 2009)

55 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik tanggung jawab sosial”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian
Agama RI, 2011),

$Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama R1, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik komunikasi dan informasi”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian
Agama RI, 2011)

57 M. Quraish Shihab, “Tafsir AI-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian AI-Qur’an” Vol.
1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

8 M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam
Syafi’l, 2004)

9 M. Fuad Abd al-Baqi, “Mu ‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim”, (Istanbul:
Maktabah al-Islamiyah, 1983)

60 Anang Harianto, “Konsep Qisas Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara”, (Jakarta:
UIN Syarif Hidayatullah, 2019)



24

dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tdasir al-Munir)®,
skripsi Studi Qisas Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Qurais
Shihab%, skripsi Reinterpretasi Ayat-Ayat Qisdas Dengan Metode
Double Movement.®

Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal diantaranya yaitu
jurnal Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan
Hak Asasi Manusia®, Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum
Pidana Islam Di Era Modern®, jurnal Sejarah Perkembangan

Konsep Hak Asasi Manusia®

, jurnal Islam Dan Hak Asasi

Manusia®, Reinterpretasi Ayat Al-Qisas Qs. al-Bagarah ayat 178-

179 (Pendekatan Magashid al-Syari’ah dan Sosio-Historis)” 68
Kemudian sumber data sekunder diperoleh dari website yaitu

https://alif.id/read/nur-hasan/mengenal-metode-penafsiran-alquran-

tematik-b222212p/, https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-

61 Husna Lailul Niamah, “Qisds Dalam Al-Qur’an (Telaah Dalam Pemikiran Al-Qurthubi
Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tdasir al-
Munir)”, (Jakarta: 11Q Jakarta, 2018)

62 Budi Ismail, “Studi Qisas Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Qurais Shihab”,
(Lampung: UIN Raden Intan, 2019)

83 Aas Siti Aisyah, “Ayat-Ayat Qisas Dengan Metode Double Movement”, (Bandung:
UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

4 Rosma Yeti, “Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi
Manusia (HAM) ”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No. 4, 2020

% Rokhmadi, “Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern”,
Jurnal at-Taqaddun Vol. 8 No. 2, 2016

% T Nyoman Surata, “Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum
Vol. 2 No. 1, 2014

67 Hamlan AB. Andi Malla, “Islam Dan Hak Asasi Manusia”’, Jurnal Hunafa Vol. 2 No.
3,2005

8Akhmad Sulaiman, “Reinterpretasi Ayat Al-Qisas QOs. al-Bagarah ayat 178-179 (Pendekatan
Magqashid al-Syari’ah dan Sosio-Historis)”, Jurnal MAGHZA Vol.3 No.2, 2018
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nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf, https://artikula.id/nelis-

saadah/tafsir-al-quran-bercorak-hukum/.

3. Teknik Pengumpulan Data

Observasi dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini. Observasi yaitu mengamati data yang diperoleh

langsung dari sumber penelitian yakni dalam Kitab Tafsir Tematik karya

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian

Agama RI yaitu Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia langkah-

langkahnya yaitu:

1. Menentukan tema yaitu mengenai hukum Qisas;

2. Mengumpulkan ayat-ayat dengan term hukum Qisas;

3. Kemudian mengelompokan ayat-ayat Qisas berdasarkan pada
asbabul nuzul ayat, nomor tartib surat, nomor tartib nuzul

4. Menentukan ayat-ayat yang semakna dengan Qisas;

5. Kemudian, menentukan ayat Qisas yang maknanya maknanya
hukuman yang serupa yaitu di dalam Qs. al-Baqarah ayat 178, 19,
194, dan Qs. al-Maidah ayat 45;

6. Setelah itu, dilengkapi dengan penafsiran Qs. al-Baqarah ayat 178,
19, 194, dan Qs. al-Maidah ayat 45;

7. Mengumpulkan data didalam Kitab Tafsir Tematik karya Lajnah

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat

Kementrian Agama RI yaitu Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi
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Manusia yang menjelaskan kaitannya hukum Qisas dan HAM yaitu
dimensi HAM yang terdapat pada penafsiran ayat-ayat Qisas.

8. Setelah itu dapat diperoleh data mengenai dimensi HAM dalam

penafsiran ayat-ayat Qisas.

Kemudian pengumpulan data dengan dokumentasi yakni mencari,
mengumpulkan dan mencatat data yang dibutuhkan yang berasal dari buku,
kitab-kitab tafsir, skripsi, jurnal, maupun website yang dapat menambah data
dalam penelitian ini.

Data yang berasal dari buku diantara yaitu, buku Hukum Pidana
Islam®, buku Implementasi Hukuman Qishash di Indonesia’, buku hukum
pidana islam™, buku hukum hak asasi manusia’, buku Hak Asasi Manusia
Teori, Perkembangan dan Pengaturan”, buku Dasar-dasar llmu Politik.™

Data yang berasal dari Kitab tafsir yaitu Tafsir AI-Qur’an Tematik
Pembangunan Generasi Muda”, Tafsir Al-Qur’an Tematik Pelestarian

Lingkungan Hidup’®, Tafsir Al-Qur’an Tematik tanggung jawab sosial”’,

% Ahmad Wardi Muslih, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

70 Paisol Burlian, “Implementasi Hukum Qisas di Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

"I M. Nurul Irfan, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika Offse, 2016)

72 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”, (Semarang: Badan Penelitian Universitas
Diponegoro, 2015)

73 Firdaus Arifin, “Hak Asasi Manusia teori, perkembangan dan pengaturan”,

(Yogyakarya: Thafa Media, 2019)

4 Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008)

75 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik Pembangunan Generasi Muda”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an
Kemenag RI, 2011)

*Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an
Kementrian Agama RI, 2009)

7 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik tanggung jawab sosial”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian
Agama RI, 2011),



27

Tafsir Al-Qur’an Tematik komunikasi dan informasi’®, Tafsir Al-Misbah
Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an’, Terjemah Tafsir al Qurthubi®®,
Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim %!

Data yang berasal dari Skripsi diantaranya yaitu skripsi Konsep Qisas
Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara®?, skripsi Qisas Dalam Al-Qur’an
(Telaah Dalam Pemikiran Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-
Qur’an dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tdasir al-Munir)®, skripsi
Studi Qisdas Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Qurais Shihab®®, skripsi
Reinterpretasi Ayat-Ayat Qisas Dengan Metode Double Movement.®
Data yang berasal dari Jurnal diantaranya yaitu jurnal Penjatuhan

Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia®®,

Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern®’, jurnal

8Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama R1, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik komunikasi dan informasi”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian
Agama RI, 2011)

7 M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an” Vol.
1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

80 M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam
Syafi’l, 2004)

81 M. Fuad Abd al-Baqi, “Mu ‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim”, (Istanbul:
Maktabah al-Islamiyah, 1983)

82 Anang Harianto, “Konsep Qisas Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara”, (Jakarta:
UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

8 Husna Lailul Niamah, “Qisas Dalam Al-Qur’an (Telaah Dalam Pemikiran Al-Qurthubi
Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tdasir al-
Munir)”, (Jakarta: 11Q Jakarta, 2018)

8 Budi Ismail, “Studi Qisas Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Qurais Shihab”,
(Lampung: UIN Raden Intan, 2019)

8 Aas Siti Aisyah, “dyat-Ayat Qisas Dengan Metode Double Movement”, (Bandung:
UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

8 Rosma Yeti, “Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi
Manusia (HAM) ”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No. 4, 2020

87 Rokhmadi, “Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern”,
Jurnal at-Taqaddun Vol. 8 No. 2, 2016
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Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia®®, jurnal Islam Dan Hak
Asasi Manusia®, Reinterpretasi Ayat Al-Qisas Os. al-Bagarah ayat 178-179
(Pendekatan Maqashid al-Syari’ah dan Sosio-Historis)”.”°

Data yang berasal dari website yaitu https:/alif.id/read/nur-

hasan/mengenal-metode-penafsiran-alquran-tematik-b222212p/,
https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-

%24HI9FVDS.pdf, https://artikula.id/nelis-saadah/tafsir-al-quran-bercorak-hukum/.

4. Teknik Analisi Data

Teknis analisis yang penulis gunakan didalam penelitian ini
menggunakan analisis yuridis-normatif yaitu analisis dengang menggunakan
pendekatan terhadap undang-undang sebagai sumber hukum yang sudah ada
atau analisis yang fokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum.”!
Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Setelah data yang diperoleh dari penafsiran ayat-ayat Qisas peneliti

menganalisis dimensi HAM yang ada di dalam ayat-ayat Qisas.
2. Diperoleh data dalam yaitu Hak Hidup dijelaskan pada Qs. Al-

Baqarah ayat 179, Hak memperoleh keadilan dijelaskan pada Qs.

8 ] Nyoman Surata, “Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum
Vol. 2 No. 1, 2014

8 Hamlan AB. Andi Malla, “Islam Dan Hak Asasi Manusia”’, Jurnal Hunafa Vol. 2 No.
3,2005

%Akhmad Sulaiman, “Reinterpretasi Ayat Al-Qisas QOs. al-Bagarah ayat 178-179 (Pendekatan
Magqashid al-Syari’ah dan Sosio-Historis)”, Jurnal MAGHZA Vol.3 No.2, 2018

I M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto
(Crypto Currency di Indonesia)”,...him. 3-4
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Al-Baqarah ayat 178 dan Qs. Al-Maidah ayat 45, dan Hak atas rasa
aman dijelaska di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 179.

3. Kemudian peneliti analisis yuridis normati dengan dimensi HAM
yang terdapat pada UUD 1945 pada pasal Pasal 28 A tentang hak
hidup, Pasal 28 B tentang hak kelangsungan hidup, Pasal 28 D ayat
1 tentang pengakuan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum
yang adil danperlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28
I ayat 2 tentang hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi.

4. Selain dengan UUD 1945, peneliti juga menganalisis dengan UU
No. 39 Tahun 1999 pada pasal 4 tentang hak hidup, pasal 9 ayat 1
tentang hak hidup, Pasal 17 hak bebas dari perlakuan diskriminasi,
dan pasal 30 tentang hak atas rasa aman.

I. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, maka penulisan
menyusun sistematika penelitian ini meliputi lima bab yakni;

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, didalamnya diawali dengan
latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan, landasan teori, metodologi
penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan konsep HAM dan Qisas.
Adapun konsep HAM meliputi HAM dalam berbagai perspektif, ruang lingkup

HAM, teori HAM, prinsip dasar HAM, serta sejarah perkembangan HAM di
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Indonesia. Kemudian konsep hukum Qisas meliputi hukum Qisas dalam
berbagai perspektif, serta motif keagamaan hukum Qisas.

Bab ketiga merupakan bab penjelasan mengenai profil singkat lajnah
pentashihan mushaf al-Qur’an, profil kitab tafsir tematik hukum, keadilan, dan
HAM , tim penyusun kitab tafsir tematik hukum, keadilan, dan HAM, ayat-ayat
dengan term Qisas, ayat-ayat yang semakna dengan Qisdas, asbab al-Nuzul al-
Ayat, serta penafsiran Kemenag RI terhadap ayat-ayat Qisas.

Selain itu, pada bab ini juga berisi tentang pemaparan data khusus yang
merupakan inti dari penelitian ini yaitu mengenai dimensi Hak Asasi Manusia
dalam Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kemenag RI
terhadap penafsiran ayat-ayat Qisas.

Bab keempat, merupakan bab penjelasan mengenai konsep HAM dalam
penafsiran ayat-ayat Qisas serta relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai
ayat-ayat Qisas dalam diskursus HAM di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bagian penutup, berupa kesimpulan sebagai

jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan serta saran.



BABII
KONSEP HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM QISAS
A. Hak Asasi Manusia (HAM)
1. Hak Asasi Manusia Dalam Berbagai Perspektif

Permasalahan mengenai kemanusiaan atau hak asasi manusia saat ini
menjadi isu yang sering diperbincangkan. Wajar saja permasalahan ini
diperbincangkan sebab adanya kesadaran terhadap hak-hak kebebasan
manusia. Seperti problematika kemanusiaan serta pelanggaran hak asasi
manusia yang terjadi kemiskinan, penindasan, kekerasan, kebebasan,
keterbelakangan, serta permasalahan kemanusiaan lainnya.’ Hal inilah
menjadi gagasan pemikiran para tokoh mengenai persoalan HAM. HAM pada
awalnya di cantumkan dalam declararation of Independen Amerika pada
tahun 1776, deklarasi hak-hak manusia dan warga negara di Prancis pada
tahun 1789 dan kemudian setelah perang duni ke II pada tanggal 10 Desember
1948 yang didukung oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lahir
Universal Declaration Of Human Rights.>® Tetapi, gagasan mengenai HAM
modern juga dapat ditemukan dalam semua ajaran agama, termasuk agama
islam.®

Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris

yang dikenal dengan “Human Rights”. Human Rights ini memiliki arti

37 Taufik Rahman, “Humanisme Hasan Hanafi”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017),
hlm. xviii

38 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir Al-
Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 278

3 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2015), hlm. 5
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sebagai “hak-hak manusia” (tanpa asasi). Mr. Mohammad Yamin
menterjemahkan “Human Rights” menjadi hak asasi kemanusiaan.
Kemudian “Human Rights” Prof. Soenarko mengartikan hak-hak asasi
manusia.** Kemudian Hak asasi manusia dalam Universal Declaration of
Human Right dimaknai sebagai hak kodrati yang diperoleh oleh manusia
sebagai pemberian Tuhan yang tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia
serta setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, memiliki
kebebasan, keselamat dan kebahagiaan pribadi.*!

Secara bahasa, HAM terbentuk dari tiga kata, yakni hak, asasi, serta
manusia. Kata hak dan asasi merupakan dua kata pertama yang berasal dari
bahasa Arab yaitu haqq dan asasiy, sedangkan manusia merupakan kata
dalam bahasa Indonesia. Kata hagq diabil dari kata haqqa, yahiqqu, hagqaan
yang memiliki arti benar, nyata, pasti, tetap serta wajib. Kata haqq dapat
diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melaksanakan sesuatu
atau tidak melaksanakan sesuatu.*?

Sedangkan kata asasiy berasal dari akar kata assa, yaussu, asassan yang
diartikan membangun, mendirikan, meletakkan, atau bisa pula diartikan asal,
asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Kata asasi diartikan segala sesuatu
yang sifatnya mendasar serta fundamental yang selalu merekat pada

obyeknya. Melalui penjelasan tersebut hak asasi manusia dalam bahasa

40 Aulia Rosa Nasution, “Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia”,
Jurnal Hukum Responsif Vol. 6 No. 6, 2018, hlm. 67-68

4l Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis”,
Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora, 2013, him. 3

42 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”,...him. 1
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Indonesia dapat diartikan hak-hak mendasar pada diri manusia. Kemudian
berkaitan dengan definisi HAM, belum ada definisi kesatuan pendapat yang
baku yang dapat diterima secara universal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
penjelaskan mengenai definisi HAM.*

HAM dalam UU nomor 39 tahun 1999 yakni hak yang merekat pada
hakikat serta kehadiran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimana hak
tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap individu,
pemerintah serta hukum, guna menjaga serta melindungi harkat martabat
manusia. Dapat disimpulkan secara garis besar HAM dapat ddefinisikan hak-
hak yang harus diakui secara universal sebagai hak-hak yang merekat pada
manusia sebab hakikat serta kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.**

Nurcholish Madjid atau yang lebih dikenal dengan nama Cak Nur
menjelaskan prinsip dasar hak asasi manusia ialah sebagai hak hidup, hak
yang merekat pada setiap diri manusia yang harus di hormati serta dilindungi
oleh siapapun. Beliau juga menjelaskan bahwa hak asasi manusia bisa
ditegakkan dengan menyeluruh serta universal jika manusia deperlakukan
tanpa adanya diskriminasi yakni diperlakukan tanpa adanya perbedaan atau
secara sama, adil tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, jenis
kelamin, warna kulit, usia, harta, pangkat, serta kebangsaan. Landasan
mengenai HAM ini dijelaskan oleh Beliau dengan mendefinisikan manusia

terlebih dahulu. Manusia terikat dengan perjanjian dengan Tuhan yakni

43 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”,...hlm. 1-2
4 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”,...him. 2-3
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kepada-Nya lah manusia tunduk dan pasrah. Selain itu, manusia diciptakan
sebagai makhluk yang lemah yang diberi atau dianugerahi Tuhan hati nurani,
akal pikiran, dan di lindungi Tuhan. Hati dan akal pikiran inilah yang menjadi
dasar dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia yang sipahami bahwa
setiap manusia mempunyai martabat serta hak yang sama walaupun
identitasnya berbeda serta manusia hendaknya menjalani kehidupan dengan
rasa persaudaraan.®

Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa hak asasi manusia dapat
diartikan sebagai hak-hak yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai
makhluk yang dimuliakan dan memiliki kelebihan, berupa hak yang
berhubungan dengan fisik dan hak yang berhubungan dengan pikiran serta
kekuatan kesadaran yang memiliki prinsip tauhid, prinsip persamaan, dan
prinsip kebebasan yang ada aturannya.*® Upaya pembahruan mengenai
kemanusiaan juga banyak dilakukan oleh para pemikir muslim kontemporer,
seperti Hasan Hanafi, Asghar Ali Enginer dan juga Riffat Hassan.*’

Hasan hanafi menggagas teori tentang Humanisme. Teori ini
merupakan teori yang berpusat pada manusia. menurut beliau manusia

merupakan sentral segala kehidupan (antroposentris). Guna menghadapi

realitas kontemporer manusia harus mampu menjadi poros utamanya,

4 Pratiwi, Resensi Buku “Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish
Madjid”, Jurnal Wacana Kinerja, Vol. 15 No. 2, 2012

4 Muhammad Soleh Ritonga, “Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Tafsir”, Jurnal Ilmu al-
Qur’an dan Tafsir, Vol. 05 No. 01, 2020, him. 41

47 Febri Hijroh Mukhlis, “International Human Right And Islamic Law: Sebuah Upaya
Menuntaskan Wacana-Wacana Kemanusiaan”, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm.
12
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kemudian konsep humanisme Hasan Hanafi ini merupakan konsep yang
dibangun berangkat dari dan untuk manusia dan untuk memperkokoh
bangunan tersebut beliau menggunakan dua pilar utama, masing-masing pilar
terdiri dari beberapa aspek. Pilar yang pertama yaitu terdiri dari keharusan
merumuskan ideologi yang jelas di tengah ideologi kontemporer yang
berpijak diatas realitas. Kemudian pilar kedua yaitu konsep kebebasan dan
toleransi.*®

Konsep kebebasan dalam teori Humanisme Hasan Hanafi ialah
kebebasan merupakan jiwa dari konsep humanisme, tidak ada kesuksesan
tanpa adanya kebebasan. Sebab, pada dasarnya manusia memiliki tugas
utama yaitu bebas berkehendak, bebas berpikir dan bebas berpendapat.
Kemudian konsep toleransi menurut beliau merupakan isu humanisme yang
perlu di sebarluaskan sebab toleransi merupakan petunjuk bagi kegiatan
sosial. Toleransi ini bisa dilaksanakan bukan hanya secara teori tetapi juga
secara praktik. Guna menyukseskan program nasional maka diperlukan sikap
toleransi yang tinggi seperti keadilan, kebebasan, pemberdayaan, serta
peningkatan masyarakat.*’

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa setiap manusia itu memiliki
hak kebebasan seperti kebebasan berkehendak, berpikir dan berpendapat.
Tetapi, walaupun memiliki hak kebebasan tetap menerapkan sikap

bertoleransi dalam menjalankan kehidupan sosialnya.

8 Jarman Arroisi, “Catatan Atas Teologi Humanis Hasan Hanafi”, Jurnal Kalimah, Vol. 12
No. 2, 2014, hlm. 179-181
4 Jarman Arroisi, “Catatan Atas Teologi Humanis Hasan Hanafi”,...him. 182-184
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Selanjutnya Asghar Ali Enginer menggagas teori pembebasan. Teori
pembebasan yang digagas oleh Asghar Ali Enginer ini merupakan teori yang
menerima tauhid tidak hanya dengan menyatakan ke-Esaan Tuhan tetapi
kesatuan antara manusia, teori pembebasan ini juga mempertahankan
kesatuan manusia dan upaya secara terus-menerus untuk mencapai kesatuan
dengan mengesampingkan atau menyingkirkan perbedaan. Sebab semua
manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan diantara
sesamanya, tidak boleh membedakan manusia berdasarkan atas agama,
kebangsaan, suku, jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya‘50 Teori ini
memiliki konsep yang menekankan pada kebebasan, persamaan, keadilan,
serta menolak penindasan, penganiayaan dan eksploitasi manusia.’!

Maknanya teori pembebasan ini setiap manusia memilki hak yang sama
walaupun memiliki perbedaan dalam agama, suku, jenis kelamin, dan lainnya
dan juga memiliki hak perlakuan yang sama atau perlakuan yang adil, serta
memiliki hak rasa aman dalam kehidupan bebangsa dan bernegara.

Hak asasi manusia dalam pandangan Barat dan Islam pada dasarnya
menekankan prinsip HAM yang sifatnya feosentris dan antroposentris.
Teosentris artinya segala sesuatu berpusaat pada Tuhan. Sedangkan
antroposentris yang artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia dan

pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang

50 M. Mukhtasar, “Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer (Makna dan
relevansinya dalam konteks Pluralitas Agama di Asia)”, Jurnal Filsafat, Seri ke-31, 2000, hlm. 265

51 M. Mukhtasar, “Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer (Makna dan
relevansinya dalam konteks Pluralitas Agama di Asia)”,...hlm. 267
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menjadi tolak ukur segala sesuatu.’? Tetapi, pandangan HAM menurut tokoh
muslim tidak hanya menekankan pada sifat Teosentris saja tetapi juga pada
sifat antroposentris. Sebab, sifat antroposentris juga diperlukan agar
permasalahan terkait manusia tidak terabaikan.>?
2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

HAM di dunia internasional memiliki ruang lingkup yang sifatnya
individual dan kolektif yaitu mencakup hak-hak di bidang sipil, politik,
ekonomi, sosial serta budaya. Hak dibidang sipil terdiri dari aspek-aspek hak
utuk untuk menentukan nasib, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum
mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan sewenang-wengang,
serta hak atas peradilan yang adil. Hak-hak di bidang politik terdiri dari hak
menyampaikan pendapat, hak berkumpul serta berserikat, hak mendapatkan
perlakukan yang sama di depan hukum, dan hak untuk memilih dan dipilih.

Selanjutnya hak di bidang sosial dan ekonomi yakni jak untuk bekerja,
hak untuk mendapatkan upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja,
hak untuk cuti, hak atas makanan, hak atas perumahan. Hak atas kesehatan,
dan hak atas pendidikan. Kemudian hak di bidang budaya meliputi hak hak
untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, hak untuk menikmati
kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas
hasil karya cipta atau hak cipta. Adapun hak di bidang pembangunan yaitu

hak untuk memperoleh lingkungan hidup sehat, hak untuk mendapatkan

52 M. Gufron, “Hak Asasi Manusai Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Rontal Keilmuan PPKn
Vol. 3 No. 1, him. 44-45
33 Taufik Rahman, “Humanisme Hasan Hanafi”,..hlm. xviii
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perumahan yang layak, hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang
memadai.

Terkait hak-hak yang telah disebutkan diatas, sepuluh diantaranya
termakbul di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentak HAM yaitu meliputi
hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan
diri, hak memperoleh keadilan, hak memperoleh kebebasan pribadi, hak atas
rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahanm hak
wanita, serta hak anak.’*

3. Teori Hak Asasi Manusia

Secara historis akar-akar mengenai teori hak asasi manusia berakar dari
filosofis diantaranya adalah teori hak kodratif yang merupakan teori yang
berpengaruh pada gagasan hak asasi manusia. Teori hak kodrati (natural right
theory) ini merupakan teori yang dikembangkan oleh para pemikir abad
pencerahan di Eropa, seperti Thomas Aquines, John Locke, Thomas Paine,
dan Jean Jacques Rousseau. Ide dasar teori ini adalah bahwa posisi masing-
masing setiap manusia dalam kehidupan tanpa memandang status itu
ditentukan oleh Tuhan serta tunduk pada otoritas Tuhan. Dengan demikian,
tidak hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan Tuhan, tetapi juga semua
manusia diberi identitas individu yang unik, yang terpisah dari negara.

Sedangkan secara prinsip, teori hak kodrati mempercayai bahwa semua

individu diberi oleh alam hak-hak yang merekat pada dirinya, oleh karena itu

54 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir Al-
Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 278-281
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hak tersebut tidak dapat dicabut oleh negara. Hak alamiah yang dimiliki setiap
individu ini tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada
mereka. Dengan kata lain HAM itu tidak memerlukan pengakuan, baik dari
pemerintah maupun sistem hukum sebab HAM memiliki sifat universal.
Seperti hak yang tergolong dalam hal ini yaitu hak untuk hidup, hak atas
kebebasan serta hak harta kekayaan.

Teori hak kodrati yang digagas oleh John Locke berkaitan dengan teori
kontrak sosial. Dari teori hak kodrati John Locke ini terdapat dua hal yakni,
pertama bahwa setiap individu itu merupakan makhluk otonom yang mampu
menentukan pilihan. Kemudian yang kedua yaitu, keabsahan pemerintah
bukan hanya bergantung pada kehendak rakyat tetapi juga atas kemauan dan
kemampuan pemerintah untuk melindungi hak kodrati yang dimiliki
rakyatnya. Dari pandangan ini maka negara memiliki tanggung jawab untuk
menghormati serta melindungi HAM setiap warga negaranya.>>

Teori hak kodrati memang teori yang sangat berpengaruh pada sistem
norma HAM internasioanl, tetapi tidak semua orang sepakat dengan teori ini,
salah satu diantaranya adalah penganut teori positivisme. Teori ini menolak
pandangan teori hak kodrati yang dianggap bahwa teori kodrati ini sumbernya
tidak jelas. Menurut pandangan teori positivisme, suatu hak harus berasal dari
sumber yang jelas seperti dari peraturan perundangan atau konstitusi negara.
Maka demikian, dalam konteks HAM pandangan teori positivisme lebih

menekankan pada aturan tertulis mengenai HAM, sehingga tindakan yang

55 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”,...hlm. 5-6
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tidak sesuai dengan aturan maka termasuk ke dalam pelanggaran terhadap
HAM. Teori ini memiliki kelebihan yakni setiap individu dapat membela
serta memperjuangkan hak-haknya dengan merunjuk pada aturan-aturan yang
diberlakukan.>®

Selain itu, benturan ideologis antara konsep HAM di barat (negara
negara penganut demokrasi libral) dengan kinsep HAM di Timur (negara-
negara sosialis) memunculkan pemahamn HAM yang berbeda serta
melahirkan teori yang berbeda juga, yakni muncul teori relativisme budaya
(cultural relativist theory). Teori ini memandang teori hak kodrati serta
penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan budaya terhadap
suatu budaya lain atau disebut dengan imperealisme budaya (cultural
imperialism). Teori relativisme budaya ini berpandangan bahwa HAM harus
ditempatkan dalam konteks budaya tertentu serta menolak pandangan
aadanya hak yang bersifat universal.

Menurut penganut teori ini, tidak ada hak yang sifatnya universal, sebab
HAM harus dipahami dan dilihat dalam perspektif budaya suatu masyarakat
atau negara. Menurut penganut teori ini, teori hak kodrati mengabaikan dasar
sosial dari identitas yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia.
Penganut teori ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu partikularistik absolut,
kelompok yang memandang HAM sebagai permasalahan setiap bangsa tanpa
memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melaksanakan penolakan

terhadap pemberlakuan dokumen-dokumen internasional. Kemudian

56 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”,...hlm.7
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kelompmpok relatif, kelompok ini memandang permasalahan HAM di

samping sebagai permasalahan universal juga merupakan permasalahan

internasional yang harus disepadankan memperoleh dukungan dan tertanam

serta melembaga dalam masyarakat bangsa tersebut.>’

4. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Eksistensi tanggungjawab suatu negara terhadap jaminan pemenuhan
serta perlindingan HAM, tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar HAM yang
dijadikan sebagai acuan standar pelaksanaan HAM secara internasional
maupun nasional, yaitu prinsip dasar Universal serta tidak dapat dicabut
(Universality and inalienability). HAM adalah hak yang merekat, serta
seluruh manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak dapat
diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal tersebut selaras dengan pasal 1
DUHAM yang berbunyi “setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan
sederajat dalam harkat serta martabatnya.” Selanjutnya prinsip dasar tidak
dapat dibagi (indivisibility). Hak sipil, hak politik, hak sosial, hak budaya
serta ekonomi merupakan HAM yang tidak dapat terpisahkan karena telah
menyatu sebagai bagian dari harkat serta martabat manusia dan setiap
manusia sama-sama memiliki hak tersebut.>®
Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi (equality and non

discrimination). Prinsip ini merupakan prinsip pemenuhan HAM yang

mensyaratka adanya perlakuan yang sama atau setara tanpa memandang

57 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”,...hlm. 9-10
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adanya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, usia dan
status lainnya karena manusia memiliki derajat yang sama.>® Prinsip dasar
saling tergantung (interpendent) yakni prmrnuhan hak yang satu sangant
bergantung dengan pemenuhan hak yang lainnya.*

Prinsip dasar partisipasi dan kontribusi (participation and
contribution). Prinsip ini menekankan setiap orang dan seluruh masyarakat
memiliki hak untuk ikut serta aktif secara bebas serta berkontribusi untuk
menikmati kehidupan pembangunan, baik kehidupan sipil, politik, ekonomi,
sosial serta budaya. Kemudian prinsip dasar tanggung jawab negara dan
penegakan hukum (state responsibility and rule of law). Negara memiliki
tanggungjawab untuk menaati HAM. Negara harus tunduk terhadap norma-
norma hukum serta standar yang tercantum dalam instrumen HAM.®!

5. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia

Sejarah pemikiran serta perkembangan HAM di Indonesia dapat
diruntut seiring perjalanan sejarah pembentukan bangsa Indonesia yaitu dari
masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi
pancasila, masa reformasi, sampai dengan masa amandemen II UUD 1945.
Diawali dengan masa demokrasi parlementer. Permasalahn HAM menjadi
topik pembicaraan di berbagai negara berkembang, salh satunya negara
Indonesia. Diskusi tentang HAM ini dilaksanakan menjelang dirumuskannya

UUD 1945, 1949, 1950, pada sidang konstituante (1956-1959), pada awal

59 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”,...hlm. 11-12
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masa penegakkan orde baru mejelang sidang MPRS 1968, dan pada masa
reformasi (sejak tahun 1998).

Hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 tidak termuat
dalam piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, yaitu pasal 27-
31, serta mencakup baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dalam
jumlah yang terbatas serta dirumuskan secara singkat. Hal tersebut tidak
menjadi hal baru, sebab naskah tersebut disusun pada masa akhir pendudukan
Jepang yang waktunya sangat mendesak. Tidak cukup waktu untuk
membahas permasalahan HAM secara mendalam. Selain itu, saat perumusan
UUD 1945 deklarasi universal HAM belum ada serta dengan demikian tidak
dapat dijadikan sebagai rujukan.

Pada waktu perancangan UUD 1945 dibicarakan, terdapat perbedaan
pendapat terkait HAM dalam negara demokratis. Ir. Soekarno manyatakan
bahwa jika betul-betul akan mendasarkan negara Indonesia pada paham
kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong, serta keadilan
sosial, maka hilangkanlah setiap pikiran, setiap paham individualisme dan
liberalisme daripadanya. Sedangkan dari pihak Drs. Moh. Hatta mengatakan
walaupun yang dibentuk negara kekeluargaan, tetapi perlu ditetapkan
beberapa hak warga negara supaya tidak timbul negara kekuasaan. Karena
terdesak waktu, tercapailah kompromi hak asasi dicantumkan dalam UUD
1945. Tetapi dengan jumlah yang terbatas.

Walaupun jumlahnya terbatas dan perumusannya pendek, tetapi boleh

bangga karena di antara hak yang telah di sebutkan dalam UUD 1945 terdapat
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hak yang belum disebutkan dalam Deklarasi Universal HAM yakni hak
kolektif, seperti hak bangsa menentukan nasib sendiri, hak ekonomi seperti
hak hidup layak, ada hak sosial/budaya seperti hak atas pengajaran. Akan
tetapi hak politik seperti kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
atau menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan, dan lainnya diatur
dalam Undang-Undang pasal 28. Jadi, hak asasi dibatasi oleh undang-undang.

Permasalahan mengenai HAM di masa perjuangan kemerdekaan dan
masa demokrasi parlementer tidak banyak dibahas. Pada masa ini terjadi
beberapa konflik bersenjata, seperti Darul Islam,, Permesta yang
penyelesainnya mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi, tetapi
kehidupan masyarat di masa ini cukup demokratis, bahkan dianggap terlalu
demokratis. Masa ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden
Soekarno untuk kembali kepada UUD 1945.6?

Pada masa demokrasi terpimpin masa kembalinya Indonesia dengan
UUD 1945 maka hak asasi manusia jumlahnya kembali terbatas. Masa
kepemimpinan presiden Soekarno beberapa hak asasi secara berangsur-
angsur dibatasi, seperti hak untuk mengeluarkan pendapat. Beberapa surat
kabar dihentikan penerbitan dan peredarannya, seperti surat kabar pedoman,
Indonesia Raya serta beberapa partai juga dibubarkan dan pemimpinnya di
tahan, seperti partai masyumi pemimpinnya Moh. Natsir dan PSI

pemimpinnya syahrir. Selain itu, pemenuhan hak asasi ekonomi juga

2 Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2008), him. 248-249
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diabaikan, tidak ada kejelasan terkait kebijakan ekonomi. Bagian Perancang
Negara telah menyusun rencana pembangunan lima tahun (1956-1961) dan
melaksanakannya selama satu tahun juga dibubarkan. Pada masa ini ekonomi
negara mencapai titik terendah dan pada pada akhir tahun 1966 masa ini
diganti dengan demokrasi pancasila atau orde baru.%

Masa demokrasi pancasila merupakan masa pimpinan presiden
Soeharto dengan sebutan orde baru. Penamaan orde baru ini merupakan kritik
dari masa sebelumnya yakni masa orde lama. Kemudian seiring
berkembangnya pergantian para pemimpin negara diganti dengan masa orde
baru dengan demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila ini menekankan tigal
hal yaitu pertama, demokrasi dalam bidang politik dengan menegakkan
kembali asas-asas Negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, demokrasi
pada bidang ekonomi yaitu kehidupan yang layak bagi warga negara. Ketiga,
demokrasi pada bidang politik yaitu penegakkan serta pengakuan terhadap
HAM serta peradilan yang adil dan tidak memihak.**

Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan presiden Soeharto
beberapa indikasi masa transisi mulai tampak, yaitu suksesnya pembangunan
ekonomi, kemudian ditambah dengan keberhasilan dalam bidang pendidikan.
Selain itu, berkembang pula kelompok mahasiswa dan civil society. Dengan
demikian, tuntunan untuk melaksanakan hak asasi politik secara serius,

meningkatkan usaha pemberantasan kemiskinan serta kesenjangan sosial.

63 Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”,...hlm. 249-250
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Kemudian tuntutan berkurangnya dominasi eksekutif, peningkatan
transparasi, akuntabilitas, dan demokratisasi sukar dibendung. Tuntutan-
tuntutan tersebut mneghasilkan terbentuknya Komnas Ham pada akhir tahun
1993 dengan dua puluh anggota masyarakat yang dianggap tinggi
kredibilitasnya yang diharapkan dapat meningkatkan penanganan
pelanggaran hak asasi manusai.®

Masa reformasi. Pada awal masa reformasi ini pemerintah merancang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM). Namun sampai
sekarang belum banyak dilaksanakan. Dalam masa reformasi negara
Indonesia juga meratifikasi dua konvensi HAM yang penting yakni konvensi
menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak
manusiawi, atau merendahkan, serta konvensi Internasional penghapusan
segala bentuk deskriminasi rasial. Namun, pada masa reformasi ini hak untuk
melaksanakan dan mengemukakan pendapat mendapat posisi yang sesuai
atau berhasil memperjuangkan hak tersebut.

Pada tahun pertama masa reformasi ini ditandai dengan konflik
horisontal, seperti di Ambon, Poso, dan Kalimantan yang terjadi pelanggaran
hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Aparat
penegakan hukum pun tidak mampu menangani berbagai sengketa yang
terjadi. Pemenuhan hak asasi ekonomi di masa reformasi ini juga mengalami
penurunan yang tajam. Banyak faktor internasional yang mempengruhi

perekonomian negara Indonesia, serta tidak sedikit pula faktor internal juga

65 Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”,...hlm. 254
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menjadi penyebabnya. Faktor eksternalnya seperti disebabkan oleh peristiwa
bom Bali dan gerakan antiterorisme. Sedangkan faktor internalnya yakni
kegagalan pemberantasan korupsi, manajemen sistem bank, pengaturan
berbagai aspek kehidupan ekonomi, serta konflik sosial di sejumlah daerah.®®

Masa amandemen II UUD 1945. Pada masa amandemen II ini masa
pasca orde baru permasalahan hak asasi manusia menjadi prestasi gemilang
yang dicapai oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amandemen ke
II ini mengakhiri perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam
memperjuangkan perlindungan konstitusionalitas hak asasi manusia di dalam
Undang-undang Dasar. Awal penyusunan UUD 1945, konstituante (1957-
1959), awal orde baru (1959) serta berakhir pada masa reformasi saat ini
merupakan perjalanan panjang permasalahan hak asasi manusia dalam
sejarah politik hukum Indonesia dan menjadi bukti betapa menyesatkan
pandangan yang menyatakan hak asasi manusia tidak dikenal dalam budaya
Indonesia.®’

Perkembangan HAM di Indonesia, telah tersurat didalam UUD 1945.
Bila dicermati terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan HAM
didalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut:
a. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya yang

diatur dalam pasal 28 A;

%6 Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”,...hlm. 255-256
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. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah diatur didalam pasal 28 B;

. Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas
perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi diatur didalam pasal 28 B
ayat 2;

. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar
diatur didalam pasal 28 C ayat 1;

. Hak untuk mendapatkan pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni budaya diatur didalam pasal 28 C ayat 1;
. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif diatur didalam pasal 28 C ayat 2;

. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang
adil dan perlakuan yang sama di depan hukum dijelaskan dalam pasal 28
D ayat 1; Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja diatur didalam pasal 28 D ayat 2; Hak
untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan diatur
didalam pasal 28 D ayat 3; Hak atas status kewarganegaraan diatur dalam
pasal 24 san pasal 28 D ayat 4;

. Pasal 28 E ayat 1 mengatur Hak kebebasan untuk memeluk agama serta
beribadah menurut agamanya; hak memilih pekerjaan; hak memilih
tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak untuk

kembali;
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i. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan

sikap sesuai hati nuraninya diatur didalam pasal 28 E ayat 2;

j. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

diatur didalam pasal 28 E ayat 3;

. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi diatur didalam pasal

28 F;

. Pasal diatur didalam pasal 28 G ayat 1 menjelaskan hak atas perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda; hak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia;

. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia diatur didalam pasal 28 G ayat 2;

. Pasal 28 H ayat 1 menjelaskan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;

. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai

persamaan dan keadilan diatur didalam pasal 28 H ayat 2;

. Hak atas jaminan sosial diatur didalam pasal 28 H ayat 3;

. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang

oleh siapa pun diatur didalam pasal 28 H ayat 4;

. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku suryt diatur

didalam pasal 28 I ayat 1;
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s. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatuf atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan doskriminatif tersebut
diatur didalam pasal 28 I ayat 2;

t. Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisisonal diatur didalam
pasal 28 I ayat 3.%8

Hak Asasi Mansuia juga dijelaskan dalam UU No. 39 tahun 1999
didalamnya mencakup 10 hak-hak sebagai berikut:
a. Hak untuk hidup;
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
c. Hak mengembangkan diri;
d. Hak memperoleh keadilan;
e. Hak atas kebebasan pribadi;
f. Hak atas rasa aman;
g. Hak atas kesejahteraan;
h. Hak turut serta dalam pemerintahan;
1. Hak wanita;
j.  Hak anak.®
B. Hukum Qisas
1. Hukum Qisas Dalam Berbagai Perspektif
Qisas menurut bahasa berasal dari kata gashsha-yaqushshu-qishasha—

wa qashashan (Law<d g Lad -y —{ab) yang memiliki makna menggunting,
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menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas.”® Selan itu, Qisas dalam
arti bahasa juga disebut 231 &% yang artinya menelusuri jejak. Devinisi ini
digunakan sebagai arti hukuman, sebab orang yang berhak atas qisas
mengikuti serta menelusuri jejak tindak pidana dari si pelaku. Qisas dapat
juga diartikan 484l yang artinya keseimbangan atau kesepadanan. Setelah
dijelaskan definisi Qisas secara istilah, maka dapat dijelaskan definisi Qisas
secara istilah.”!
Qisas secara istilah seperti yang dijelaskan oleh Al-Jurjani bahwa
Qisas yaitu mengenakan sebuah tindakan atau sanksi hukum kepada pelaku
persis arau sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap
korban. Selain itu, dijelaskan pula di dalam kitab al-Mu’jam Al-Wasith Qisas
diartikan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama
persis dengan tindak pidana yang dilakukan; nyawa dengan nyawa dan
anggota tubuh dengan anggota tubuh. Maknanya, nyawa seorang pelaku
pembunuhan dapat dihilangkan sebab pelaku pernah menghilangkan nyawa
korban atau pelaku penganiyaan dapat dianiaya sebab pernah menganiaya
korban.”
Istilah syara’ menjelaskan Qisas ialah memberikan balasan terhadap
pelaku sesuai dengan perbuatannya. Ibrahim Unais mendefinisikan Qisas

sebagai menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persis seperti apa yang

70 Paisol Burlian, “Implementasi Hukuman Qishash di Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika,
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dilakukannya.” Kata Qisas dalam kamus ilmu al-Qur’an berasal dari Qs. al-
Baqarah ayat 178 yang maknanya hukum dijatuhkan sebagai pembalasan
yang serupa dengan perbuatan, atau pembunuhan, atau melukai, atau merusak
anggota tubuh, atau menghilangkan manfaatnya, berdasarkan ketentuan yang
diatur oleh syara’. dengan kata lain dapat diartikan nyawa dibalas dengan
nyawa, kecuali apabila ahli waris korban mengampuni, maka, pelaku
membayar diyat atau ganti rugi.’* Dengan demikian, Qisas dapat
didefinisikan hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama
persis seperti tindak pidana yang telah dilakukan pelaku terhadap korban.”
‘Abdul Qadir ‘Audah menjelaskan bentuk-bentuk dari jarimah gisdas/diah
yaitu, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi-sengaja, pembunuhan
tidak sengaja, melukai anggota tubuh dengan sengaja, dan melukai anggota
tubuh secara tidak sengaja.’®

Para pakar hukum dan sarjana muslim juga berpendapat dengan adanya
hukum mati seperti pendapat Cesare Beccaria berpendapat bahwa hukum
mati dianggap hukuman yang kejam serta tidak manusiawi, sehingga
menghilangkan HAM yang paling pokok yaitu hak untuk hidup. Dapat
disimpulkan Beccaria tidak menyetujui adanya hukuman mati. Sebab, tidak

sesuai dengan perikemanusiaan dan bertentangan dengan HAM. Selain
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Beccaria, pakar hukum pidana dan ketua komisi hukum nasional negara
Indonesia Sahetapy juga menolak adanya hukuman mati.

Sahetapy menjelaskan bahwa hukuman mati bertentangan dengan
pancasila yang digunakan sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia.
Sarjana Muslim Abdullah An-Na’im juga menjelaskan ketentuan hukuman
mati tidak benar ditetapkan berdasarkan al-Qur’an, tetapi berdasarkan pada
riwayat tentang kehidupan Nabi dan riwayat-riwayat adat budaya lokal
bangsa Arab saat itu. Maknanya, hukuman mati tidak layak diterapkan karena
tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila serta hukum yang tidak manusiawi
sebab menghambil hak hidup seseorang.”’

Berbeda dengan Johson seorang pakar hukum yang menyetujui
hukuman mati. Johson mendukung adanya hukuman mati untuk memberikan
efek jera bagi pelaku dan hukuman mati msih layak diaplikasikan untuk
mengurangi tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat. International
Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) juga turut mempertahankan
hukuman mati. Hal terbut dijelaskan dalam Pasal 6 ICCPR bahwa tidak ada
larangan hukuman mati, akan tetapi memberikan batasan dalam
penerapannya. Pakar hukum nasional Barda Nawawi Arief juga menjelaskan
pidana mati masih perlu dipertahankan guna pembaharuan KUHP Nasional.
Beliau menjelaskan hukum pidana mati dipertahankan terutama ditujukan

sebagai upaya perlindungan masyarakat dan penerapannya dilaksanakan

"7Ach. Fuad Fahmi, dkk, "Aspek Kemanusiaan Dalam Humum Qisas”, Vol. 15 No. 1, 2021,
hlm. 94
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secara selektif, hati-hati serta berorientasi pada perlindungan atau
kepentingan individu.”®
2. Motif Keagamaan Hukum Qigsas

Kajian hukuman islam mengisyaratkan hukuman terhadap pelaku
tindak pembunuhan yang disebut dengan qisas. Dalam syariat islam terdapat
dua tujuan pokok seseorang dijatuhi hukuman tersebut, yaitu pencegahan
serta pengajaran atau pendidikan. Pencegahan ialah menahan pelaku supaya
tidak mengulangi kemali peruatan yang telah dilakukan atau tidak terus
menerus melakukannya. Lalu sebagai pengajar kepada orang lain agar tidak
melakukan peruatan atau kejahatan yang serupa.”

Ahli hukum islam juga mengelompokkan tujuan dari syariat, yaitu
menjamin keamanan dari kebutuhan hidup, tujuan ini merupakan tujuan
pertama dari syariat. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak di jamin,
maka akan terjadi kekacauan serta ketidaktertiban. Kemudian tujuannya yang
lain adalah menciptakan berbagai perbaikan yaitu menjadikan hal-hal yang
dapat menghiasai kehidupan sosial dan menjadikan manusia berbuat serta
mengatur urusan hidup yang lebih baik. Tujuan dari hukum islam ini sejalan
dengan dengan tujuan hidup manusia yakni segala hal yang memiliki
kemaslahatan serta menolak semua hal yang merusak dalam rangka menuju
keridhaan Allah sesuai dengan prinsip tauhid.®® Qishash memiliki tujuan

memperkecil jumlah kejahatan, menghilangkan rasa dendam dan bersifat

8 Ach. Fuad Fahmi, dkk, "Aspek Kemanusiaan Dalam Humum Qisds”,... hlm. 104-105

" Imam Yahya, “Eksekusi Hukuman Mati: Tinjauan Maqashid al-shariah dan keadilan”,
Jurnal Ahkam Vol. 23 No. 1, 2013, hlm. 87-88

80 Paisol Burlian, “Implementasi Hukuman Qishash di Indonesia”,...hlm. 89-90
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mendidiki para penjahat , qishash mengandung makna kehidupan bagi
manusia, Melindungi pribadi-pribadi dan masyarakat.®!

Selain itu, ditetapkannya qisas mengandung kasih sayang bagi
masyarakat dan juga bagi pelakunya. Penerapan hukum islam ini khusunya
untuk masyarakat adalah meciptakan rasa aman serta memberikan
perlindungan bagi harta dan jwa manusia. Apabila si pembunuh dibiarkan
hidup merajalela maka keberadaannya mengancam ketentraman masyarakat,
sebab boleh jadi si pelaku mengulangi kejahatannya kepada orang lain.
Kemudian keluarga korban juga akan menyimpan dendam yang
berkepanjangan yang akan membahayakan kehidupan pelaku maupun
korban. Maka, dengan diterapkannya qisas akan terciptanya kehidupan yang
tenang, tanpa ada rasa khawatir terhadap sebuah ancaman.®?

Pakar hukum islam klasik Izzuddin Ibn Abdissalam, menjelaskan
terkadang sebab kemaslahatan ditemukan pada hal-hal yang merusak
(mufasadat). Sebab-sebab tersebut diperintahkan, dianjurkan atau
diperbolehkan bukan sebab mengandung kerusakan tetapi sebab mendorong
kepada terwujudnya kemaslahatan contohnya seperti mengamputasi tangan
seseorang yang digerogoti penyakit kronis. Hukum islam seperti potong

tangan pencuri, rajam atau cambuk serta lainnya, meskipun terkesan kejam,

30

81 Budi Ismail, “Studi Qishash Dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab”,...hIm.

82 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag R, “Tafsir Al-

Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...him. 364
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menyakitkan serta merusak, juga dilaksanakan sebab membawa maslahat

yang sesungguhnya bagi individu serta masyarakat.®?

8 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag R, “Tafsir Al-
Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 368



BAB III
PENAFSIRAN AYAT-AYAT QISAS
DALAM TAFSIR TEMATIK KEMENAG RI
A.Sketsa Profil Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan HAM Lajnah
Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kemenag RI
1. Profil Singkat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an
Menjaga kesahihan mushaf al-Qut’an telah dilakukan dari turunnya
al-Qur’an sampai sekarang dengan berbagai macam cara, seperti pada
zaman Rasulullah saw. al-Qur’an sudah banyak ditulis oleh para sahabat.
Diantaranya para sahabat penulis wahyu pada zaman Rasulullah yaitu
Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Sabit, dan
Mua’wiyyah bin Abi Sufyan. Terdapat tiga unsur yang saling berkaitan
dalam memelihara kesahihan al-Qur’an pada masa Rasulullah, yaitu hafalan
dari mereka yang hafal al-Qur’an, naskah yang ditulis untuk Nabi, serta
naskah-naskah yang ditulis mereka yang pandai menulis untuk mereka
masing-masing.'

Menjaga kesahihan mushaf al-Qur’an dizaman sekarang ini,
khususnya di Indonesia pemerintah Indonesia membentuk Lajnah
Pentashihan Mushaf al-Qur’an yang bertujuan untuk mentashih semua
mushaf yang telah di cetak. Pemerintah menetapkan mushaf al-Qur’an
standar melalui KMA No. 25 tahun 1984 yang merupakan hasil

musyawarah kerjasama ulama ahli al-Qur’an seluruh Indonesia. Selain itu,

! Muhammad Yusuf, “Penciptaan Manusia Dalam Tafsir ‘Ilmi Kementrian Agama
Republik Indonesia”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), him. 30
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usaha lain juga dilakukan masyrakat muslim melalui pondok pesantren,

kajian-kajian al-Qur’an dan tahfizh alQur’an.’

mushaf standar yang telah

meresmikan tersebut terdiri tiga jenis berdasarkan segmen pengguaannya

yang dijadikan sebagai acuan bagi pentashih dan penerbitan Mushaf al-

Qur’an yaitu mushaf standar ustmani, mushaf standar Bahriyah, dan mushaf

standar Braille.

Lajnah pentashihan mushaf al-Qur’an sudah berdiri sejak tahun 1959.
Keberadaan lembaga ini dikuatkan oleh peraturan menteri Muda Agama No.
11 tahun 1959 tentang lajnah (Panitia Pentashihan Mushaf Al-Qur’an).
Dalam hal ini Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an merupakan lembaga
yang membantu Menteri Agama dalam pentashihan. Adapun tugas serta
fungsi Lajnah yang dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 1
tahun 1982 yaitu:

a. Meneliti dan menjaga kemuaslian mushaf al-Qur’an, rekaman, bacaan al-
Qur’an, terjemah dan tafsir al-Qur’an secara preventif dan represif.

b. Mempelajari dan meneliti kebenaran mushaf al-Qur’an Braille untuk
tunanetra, bacaan al-Qur’an dalam kaset, piring hitam, serta penemuan
elektronik lainnya yang beredar di Indonesia.

c. Memberhentikan peredaran mushaf al-Qur’an yang belum ditashih oleh

lajnah.*

2 Muhammad Yusuf, “Penciptaan Manusia Dalam Tafsir ‘llmi Kementrian Agama
Republik Indonesia”,...hlm. 30

3 Zaenal Arifin Madzkur, “Harakat dan Tanda Baca Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia
dalam Perspektif [Imu Dabt”, Jurnal Suhuf, Vol. 7 No. 1, 2014, him. 2

4 Enang Sudrajat, “Pentashihan Mushaf Al-Qur’an di Indonesia”, Jurnal Suhuf Vol. 6 No.
1, 2013, hlm. 69
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Sampai tahun 2007, tugas-tugas Lajnah masih sebatas pada mentashih
al-Qur’an, tetapi sekarang ini tugas-tugasnya semakin luas. Berkaitan
dengan hal ini, maka dibuatlah pelaksanaan peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia No 3 tahun 2006 yakni tentang organisasi serta tata cara
Dapartemen Agama dan guna meningkatkan hasil pentashihan dan daya
guna maka terbitlah Peraturan Menteri Agama RI No. 3 tahun 2007 tentang
organisasi dan tata kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an ketika itu.
Peraturan tersebut pada bab 1 pasal 1 menjelaskan Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur’an merupakan unit pelaksanaan teknis badan penelitian dan
pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan. Sejak terbitnya peraturan
tersebut tugas lajnah Pentashihan mushaf al-Qur’an menjadi berubah.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya organisasi Pentashihan Mushaf Al-
Qur’an mencakup tiga bidang yaitu bidang pentashihan, bidang bayt al-
Qur’an serta dokumentasi, dan bidang pengkajian al-Qur’an.’

2. Kitab Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan HAM

Pada tanggal 14-16 Desember 2006 Kemenag RI atas dasar
rekomendasi dari Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur’an Ciloto membentuk
tim pelaksanaan kegiatan penyusunan tafsir tematik.® Penyusunan kitab
tafsir dengan metode tematik ini merupakan salah satu wujud dari upaya

meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, serta pengalaman ajaran

> Muhammad Yusuf, “Penciptaan Manusia Dalam Tafsir ‘llmi Kementrian Agama
Republik Indonesia”,...hlm. 32

® Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik Pembangunan Generasi Muda”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an
Kemenag RI, 2011), him. xiv
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al-Qur’an dalm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Selain
itu, juga sebagai upaya Peningkatan kualitas besar pemerintah agar setiap
warga negara memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya
masing-masing serta beribadat sesuai agama dan keyakinannya.®

Kemudian, pada tahun 2008 lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an
departemen agama RI telah melaksanakan kegiatan penyusunan tafsir
tematik.” Tafsir yang disusun dengan menggunakan metode tematik
merupakan salah satu model penafsiran al-Qur’an yang diperkenalkan oleh
para ulama tafsir untuk memberikan jawaban atas permasalahan-
permasalahan kontemporer dalam kehidupam masyarakat dengan melalui
petunjuk al-Qur’an. Berbeda dengan metode tafsir lainnya, penafsiran
dengan metode tematik ini, mufassir ridak lagi menafsirkan ayat demi ayat
al-Qur’an sesuai dengan urutan dalam mushaf, tetapi menafsirkan dengan
cara menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah dari
beberapa topik tertentu. Kemudian, ayat-ayat yang telah dihimpun
ditentukan ketrkaitannya dengan surat lain (munasabah), sehingga pada
akhirnya dapat diambil kesimpulan yang menyeluruh terkait topik tersebut
dengan menurut pandangan al-Qur’an. semua penjelsan tersebut dijelaskan

secara terperinci dan tuntasm serta di dukung dengan dalil atau fakta lain

7 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik Pembangunan Generasi Muda”,.. . hlm. xvii

8 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an
Kemenag RI, 2009), him. xi

® Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup”,.. hlm. xvii
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yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang
berasal dari al-Qur’an, hadis ataupun pemikiran rasional.'

Tema-tema kitab tafsir yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf
al-Qur’an yang mengacu pada berbagai dinamika serta perkembangan yang
terjadi di masyarakat. Hal tersebut termakbul di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang berkaitan dengan
kehidupan beragama. Tema-tema yang diterbutkan pada tahun 2011!! salah
satunya kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab Tafsir
Tematik berjudul Hukum, Keadilan, dan HAM. Tafsir ini disusun
berdasarkan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan informasi, karena masyarakat memerlukan kitab tafsir yang
praktis dan mudah dipahami.'? Kitab Tafsir Tematik ini juga merupakan
kitab tafsir yang mengkolaborasikan pembahasan terkait hukum, keadilan
serta penghargaan atas hak-hak manusia.'?

Adapun sistematika pembahasan yang terdapat di dalam kitab tafsir
tematik Hukum, Keadilan, dan HAM ini yang terbagi ke dalam 12 sub bab
tema, yaitu,

a. Hukum dan Penegakannya.

b. Sumber dan Ruang Lingkup Hukum Islam.

10 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik Pembangunan Generasi Muda”,.. . hlm. xvii

11 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik Pembangunan Generasi Muda”,.. . hlm. xviii

12 Nelis Saadah, editor Ahmad Mufarrih, “Resensi Tafsir Al-Qur’an Bercorak Hukum”
https://artikula.id/nelis-saadah/tafsir-al-quran-bercorak-hukum/ diakses pada tanggal 6 Juni 2022
pukul 20:45

13 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 12
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c. Bentuk-bentuk Hukuman ( ‘Uqubah).

d. Prinsip-prinsip Keadilan.

e. Keadilan dalam Penegakan Hukum.

f. Keadilan dalam Kehidupan.

g. Keadilan dalam Rekrutmen Aparat.

h. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Ruang Lingkupnya.
i. Penegakan dan Perlindungan HAM.

j. Hukum Pidana Islam dan HAM.

k. Perkembangan antara Hak dan Kewajiban.

1. Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia.'*

Selain itu, ada juga tema lain diantaranya yakni tafsir al-Qur’an
tematik pembangunan generasi muda yang terbagi 14 sub tema, yaitu;
a. Fase kehidupan individu dan dinamika perkembangan umat.

b. Kualitas generasi muda yang diharapkan.

c. Generasi muda dan agenda tafaqquh fid-din.

d. Tanggung jawab keluarga dalam pembinaan generasi muda.

e. Tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan generasi muda.
f. Tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan generasi muda.
g. Generasi muda dan kepemimpinan umat.

h. Generasi muda dan dunia usaha.

i. Pemuda dan pendidikan seks.

j. Generasi muda dan ketahanan negara.

14 Nelis Saadah, editor Ahmad Mufarrih, “Resensi Tafsir AI-Qur’an Bercorak Hukum”
https://artikula.id/nelis-saadah/tafsir-al-quran-bercorak-hukum/ diakses pada tanggal 6 Juni 2022
pukul 2022 pukul 21:08




k.

L.

Generasi muda dan kehancuran bangsa.

Konflik antar-generasi.

m. Aktivis dan aktitivitas generasi muda.

n.

generasi muda dan pembangunan bangsa.'®
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Kemudian, kitab tafsir al-Qur’an tematik dengan tema tanggung jawab

sosial yang terbagi 14 sub tema yaitu;

L.

Tanggung Jawab Sosial Individu.

. Tanggung Jawab Sosial Keluarga.

. Tanggung Jawab Sosial Pemimpin.

Tanggung Jawab Sosial Masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial Negara.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Masyarakat Medinah pada Masa
Muhammad.

Tanggung Jawab Sosial dan Ketahanan Bangsa.

Tanggung Jawab Sosial dalam Masyarakat Modern.

Tanggung Jawab Sosial dalam Sistem Masyarakat Sosialis.
Tanggung Jawab Sosial dalam Sistem Kapitalisme.

Tanggung Jawab Sosial dan Hak Asasi Manusia.

m. Ketidakawanan dan Kedermawanan.

n.

Tanggung Jawab Sosial dan Budaya Masyarakat Indonesia. '

Nabi

15 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik Pembangunan Generasi Muda”,...hlm. vii-x
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Lalu kitab tafsir al-Qur’an tematik dengan tema komunikasi dan

informasi yang terbagi 11 sub tema yaitu;

j.

k.

L.

Pengertian dan Urgensi Komunikasi Informasi.

Unsur-unsur Komunikasi dan Informasi.

. Ruang Lingkup Komunikasi.

Media Komunikasi dan Informasi.
Komunikasi dan Informasi Positif.
Komunikasi dan Informasi Negatif
Pola Pesan Komunikasi dan Informasi.

Pola Komunikasi.

Membangun Komunikasi dan Informasi Beradab.

Komunikasi dalam Keluarga.
Prinsip-prinsip Komunikasi dan Informasi.

Miskomunikasi.'”

3. Tim Penyusun Tafsir Kementrian Agama RI

Tim yang terlibat dalam penyusunan kitab tafsir Kemenag RI yakni

sebagai berikut,'8

a.

b. Kepala badan lajnah pentashihan mushaf al-Qur’an

Kepala badan litbang dan diklat

16 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik tanggung jawab sosial”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian
Agama RI, 2011), hlm. vii-x

17 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik komunikasi dan informasi”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian
Agama RI, 2011), hlm. vii-ix

18 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an
Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup”,... hlm. Xix
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B. Ayat-ayat Dengan Term Qishdas

Qishas di dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 30mkali dengan term
yang bermacam-macam serta makna yang berbeda. Term Qishds dalam bentuk
isim berjumlah 10, term Qishas dalam bentuk fi’il madi berjumlah 4, , term
Qishas dalam bentuk fi’il mudari berjumlah 14, dan , term Qishds dalam
bentuk fi’il amri berjumlah 2 kali disebut di dalam al-Qur’an.?! Kemudian ada
juga beberapa ayat yang tidak menyubutkan kata Qishas secara langsung,
tetapi mengandung tindakan pidana Qishas, yaitu dalam Qs. Al-Isra’ ayat 32,
Qs. Al-Furqan ayat 68, Qs. al-Isra’ ayat 33, Qs. An-Nisa ayat 93 dan Qs. Al-
Maidah ayat 32.

Berikut penjelasan mengenai term Qisas dalam bentuk tabel dengan
keteranga sebagai berikut:
TN: Tartib Nuzul (urutan kronologis turunnya surat-surat al-Qur’an)
TM: Tartib Mushaf (urutan surat di dalam al-Qur’an)
MK: Makiyah
MD: Madaniyah

Table 3.1: Term Qishas yang disebutkan di dalam al-Qur’an dalam

bentuk fi il madhi.

No | TN | Nama |TM | No. Potongan Ayat Ket

Surat ayat

1 | 49 | Al-Qasas | 28 | 25 S Y 8 Jalaill e a8y | MK

2l M. Fuad Abd al-Baqi, “Mu jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim”, (Istanbul:
Maktabah al-Islamiyah, 1983), him. 546

22 Taufik Adnan Amal, Tartib Nuzul “Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an, (Jakarta: Putaka
Alfabet, 2005)”, hlm. 106
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2 | 60 | Ghafir | 40 | 78 aeiay clile ilalad i MK

3 | 70 | Al-Nahl | 16 | 118 | Waldliliaiaisin ol Jes | MK

4 | 92 | An-Nisa | 4 | 164 | U8 dlle Gilalad B30, | MD

Table 3.2: Term Qishas yang disebutkan di dalam al-Qur’an dalam
bentuk fi’il mudhari’ >
NO | TN** | Nama T™™ | No Potongan Ayat Ket
Surat Ayat

1 | 39 | Al-A’raf | 7 7| ChHE B o aeile GaEB | MK
2 | 39 | Al-Araf | 7 | 35 R RS NGRS MK
30 39 | Al-Araf | 7 | 101 | el dle Sadi g @l dli | MK
4 | 45 Taha 20 | 99 el G il Sl GUX MK
5 | 48 | Al-Naml | 27 | 76 Galy AN 138 &) MK
6 | 52 Hud 11 | 100 aali g Hall e G IS MK
7| 52 Hud 11| 120 | JuOl el e dlile (a8 | MK
8 | 53 Yusuf 12 | 3 | gekdl Gedldile falija3 | MK
9 | 53 Yusuf 12 5 Als ) Hala®i ¥ LA B MK
10 | 55 | Al-An’am | 6 | 57 Gl a1 KA ) MK
11 | 55 | Al-An’am | 6 | 130 Oeaty &0 L) & 2 MK
12 | 60 Ghafir 40 | 78 dile falafi d Ga agiay MK
13| 69 | Al-Kahfi | 18 | 13 Gall Al Sl Gl (A MK

23 M. Fuad Abd al-Baqi, “Mu jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim”,...him. 546
24 Taufik Adnan Amal, Tartib Nuzul “Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an,...hlm.106
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14 | 92 Al-Nisa 4 164 Slile lplalami dMLYS MD

Table 3.3 Term Qishas yang disebutkan di dalam al-Qur’an dalam bentuk

ism masdar.”

No | TN?¢ | Nama Surat | TM | No Potongan Ayat Ket

Ayat

1| 39 Al-A’raf | 7 | 176 | 038 agdal Galadll paadd | MK

2 | 49 Al-Qasas | 28 | 23 S5 Y J8 Saladll alle Galy | MK

3| 53 Yusuf 2] 3 sl Gl Gl Sali (33 | MK
4 | 53 Yusuf | 12 | 111 e fenid 3 B W i

5 | 69 | AlKahfi | 18 | 64 | L ilals oS G58E G | MK

6 | 87 | Al-Baqarah | 2 178 Oaliadl Qile (15l 3 | MD

Ll
7 | 87 | Al-Baqarah | 2 179 Ssls g alladll 3 KT MD
O3 A8al Y
8 87 | Al-Bagarah | 2 194 oAl el al Al Myl MD
ekl AT
9 | 8 | Ali‘lmran | 3 | 62 Gall aladll 5l 13 () MD

10 | 112 | Al-Maidah | 5 45 4 (3T b Gallal 2 5al s | MDD

25M. Fuad Abd al-Baqi, “Mu jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim”,...hlm. 546
26 Taufik Adnan Amal, Tartib Nuzul “Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an,...hlm. 106



69

Table 3.4: Term Qishas yang disebutkan di dalam al-Qur’an

dalam bentuk fi il al-amri.*’
No | TN* Nama ™ | No Potongan Ayat Ket
Surat Ayat

1 (39 | AlA’raf | 7 | 176 | &350 aedal Galaill palaild | MK

2 |49 Al-Qasas | 28 | 11 4 &agdlalady aldy | MK

C. Ayat-ayat yang Semakna Dengan Qisas
Table 3.5. ayat-ayat al-Qur’an yang secara tidak langsung

menunjukkan hukuman gisas diantaranya sebagai berikut.

No | TN®* | Nama Surat | T™M Potongan Ayat Ket

1 | 42 | Al-Furgan:68 | 25 | Galu¥I a0 a0 Gl O Y | MK

2 | 50 Al-Isra’:33 17 SalL VA 25a ) Gl S Y | MK

3| 92 An-Nisa:93 4 | AR Sea okl ad 13l Gake U8 Gy | MD

4 | 112 | Al-Maidah:32 5 LI R R -t W MD
5 | 112 | Al-Maidah:33 5 A G5 kan Gl ek L MD

D. Azbab al-Nuzil al-Ayat
1. Qs. al-Baqarah ayat 178
Ibnu Hatim meriwayatkan dari Said bin Jubair Ia berkata, “pada masa

Jahiliyah, yaitu beberapa saat sebelum kedatangan Islam, dua kelompok

2’M. Fuad Abd al-Baqi, “Mu jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim”,...hlm. 546
28 Taufik Adnan Amal, Tartib Nuzul “Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an,...hlm. 106
? Taufik Adnan Amal, Tartib Nuzul “Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an,...hlm. 106
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Arab saling berperang. Mereka saling bunuh dan melukai hingga mereka
membunuh hamba sahaya, perempuan, dan mereka tidak melakukan balas
dendam sampai mereka masuk Islam. Satu kelompok menyombongkan diri
dan harta mereka kepada kelompok lain. Lantas kelompok yang lain
bersumpah tidak akan rela hingga seorang budak dari kita dapat membunuh
orang merdeka dari mereka, dan seorang perempuan dari kami dapat
membunuh seorang lelaki dari mereka. Lantas turunlah firman Allah,
“Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba
sahaya, perempuan dengan perempuan”.>°
2. Qs. al-Baqarah ayat 194

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, “Nabi Muhammad
saw. dan para sahabatnya pergi lalu melaksanakan umrah pada bulan
Dzulga’dah, dan mereka membawa binatang sembelihan hingga ketika
mereka berada di Hudaibbiyah, orang-orang musyrikin menghalangi
mereka,. Lantas Nabi Muhammad saw. Berdamai dengan mereka dengan
syarat akan pulang kembali tahun ini dan akan kembai pergi pada tahun
mendatang. Pada tahun berikutnya, Beliau dan para sahabatnya pergi hingga
memasuki Mekkah dalam keadaan melakukan umrah pada bulan
Dzulga’dah. Beiau menetap tiga malam di Mekkah. Sementara itu, orang-
orang musyrikin bangga saat mereka berhasil menolak Beliau pada
perjanjian Hudaibiyyah. Lantas memberikan qishas untuk beliau dari

mereka dan memasukannya ke Mekkah pada bulan dimana mereka menolak

30 Imam Suyuti; penerjemah, Ali Nurdin, “Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an”,
(Jakarta: Qishti Press, 2017), hlm. 42
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beliau di bulan Dzulqa’dah. Selannjutnya Allah menurunkan ayat, “Bulan

Haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati

berlaku (hukum) gishas’” 3!

. Qs. al-Maidah ayat 45

Diriwayatkan oleh Malik dari Nafi’ dari Abdillah bin ‘Umar bin
Khatab, pada suatu waktu ada orang Yahudi melakukan pembunuhan
terhadap seseoran yang lain. Kemudian mereka meminta fatwa kepada
Rasulullah saw. tentang hokum pembunuhan tersebut. Mereka akan
menerima ketetapan Rasulullah, apabila Beliau menetapkan hukum diyat
(denda). Kalau memberikan fatwa hokum qisas mereka tidak akan
mentaatinya. Sehubungan dengan peristiwa tersebut diturunkannya Qs. Al-
Maidah ayat 41-45 sebagai ketegasan hokum Allah yang harus ditegakkan
secara adil. Bagi mereka yang mencai hkum selain apa yang telah

ditentukan Allah, maka bagi mereka kekufuran dan sisksaan yang berat.*

. Qs. al-Furqgan ayat 68

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan muslim yang bersumber dari Ibnu
Mas’ud, IbnuMas’ud bertanya kepada Rasulullah saw. tentang dosa yang
paling besar. Rasulullah menjawab: engkau membuat sekutu untuk Allah,
padahal Dia yang menjadikanmu. la bertanya: kemudian apalagi? Maka
Rasulullah menjawab: membunuh anakmu karena takut makan besertamu.

Ia bertanya: kemudian apalagi? Maka Rasulullah menjawab: engkau berzina

49

3! Imam Suyuti; penerjemah, Ali Nurdin, “Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an”,...hlm.

32 Mudjab Muhali, “Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur’an: al-Maidah al-Isra”,

(Jakarta: CV Rajawali, 1989)”, him. 31
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dengan istri tetangamu. Maka diturunkan ayat ini yang membenarkan kata-
kata Rasulullah.®
5. Qs. an-Nisa ayat 93
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang Ansar yang membunuh
saudara Miqyas bin Sababah. Rasulullah saw. membayarkan diyat (denda)
kepada Miqyas. Tetapi, setelah itu menerima dendanya ia membunuh
adiknya. Maka bersabdalah Rasulullah, “Aku tidak menjamin keselamatan
jiwanya, baik di bulan halal ataupun di bulan haram.” Maka Miqyaspun
terbunuh dalam peristiwa fath al-Makkah.>*
6. Qs. al-Maidah ayat 33
Riwayat yang dikemukakan bahwa Abdul Malik bin Maran menulis
surat kepada Anas, yang isinya menanyakan tntang ayat ini, Anas menjawab
dengan menerangkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan suku
‘Urainah yang murtad dari agamanya Islam dan membunuh pengembala
unta serta membawa lari unta-untanya. Ayat ini diturunkan sebagai ancaman
hukuman bagi orang-orang yang membuat kerusuhan di bumi, membunuh,

mencuri, mengganggu, dan lain-lain.*

33 Qomaruddin Sholeh, dkk, “Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat
Al-Qur’an”, (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 396
3% Qomaruddin Sholeh, dkk, “Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya
Ayat-Ayat Al-Qur’an”,.. . hlm. 157
33Qomaruddin Sholeh, dkk, “Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat
Al-Qur’an”,...hlm. 191
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E. Penafsirannya Ayat-ayat Qisas Dalam Tafsir Tematik Hukum, Keadilan,
dan HAM Kemenag RI

Ayat-ayat Al-Qur’an dengan term gisas yang telah dijelaskan pada poin

sebelumnya, terdapat ayat yang mengandung arti jaza’ atau ‘igab yaitu

hukuman yang serupa diantaranya di dalam Qs. al-Baqarah ayat 178, 179, 194,
dan Qs. al-Maidah ayat 45.3¢ Berikut penjelasan penafsiran ayat-ayat tersebut.

Al-Baqarah ayat 178

YL YIS dially ally HAN, DAY VAN 8 (allagl Kie G815k (A L

A&7 (e Catads GUN Laly 43l 21305 oyl $U3E ¢ 5 0al e A1 a2 (el

(178 :2/3 8l ) VYA 2 Qlde 4 GlIb 3, gie ) addld )

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu
(melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang
dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba
sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan
perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya
hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan
hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.
Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari
Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia
akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Al-Baqarah/2:178)

QS. Al-Maidah ayat 45

Bl Sy s S T ) iy Gl el (il B 438 2l S
G0 b B I

(45 :5/5l1 ) €0

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya
(Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan
gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa
yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus

36 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...him. 142
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dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan)
menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah
orang-orang zalim.” (Al-Ma'idah/5:45)

Penjelasan kedua ayat diatas ditemukan bahwa qisas adalah mengambil
pembalasan yang sama. Namun, qisas tidak diterapkan apabila si pembunuh
mendapat pengampunan dari ahli waris korban, sebagai gantinya yaitu dengan
membayar diah atau disebut juga ganti rugi. Pembayaran diah mestinya
dilakukan dengan cara yang baik, seperti dengan tidak mendesak si pembunuh.
Si pembunuh hendaknya membayar diah dengan cara yang baik juga, yakni
dengan tidak mengundur-undurnya. Apabila ahli waris membunuh anggota
keluarga ataupun si pelaku setelah dilakukan pembayaran diah sebab rasa
dendam, maka ia harus menerima hukuman qisas di dunia, dan di akhirat dia
akan mendapkan siksa yang pedih.3’

Ketetapan hukum gisas juga dijelaskan di dalam beberapa hadis Nabi
diantaranya yaitu:

RN B ¢ S ¢ et il Bl & Gain Wa B I 5 S5 A s
Ay adle & Aol Sy JE: J8 ¢ A e fe ¢ (350 de ¢ 80 (e G
CAfll ¢ &30 (G381 ) A (sl 5 W)l Y G a5 3 0 Y
842 Ll (3 JGal sl &80 5 ¢l (5 ¢ 5

Artinya: “Tidaklah halal darah seseorang muslim yang bersaksi bahwa

tiada Tuhan melainkan Allah dan akau (Muhammad)” adalah

utusan Allah kecuali karena salah satu dari tiga hal: pezina
yvang telah kawin, membunuh jiwa, serta orang yag

37 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 144
38 Shohih Muslim, hadis no. 1676
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meninggalkan  agamanya dan memisahkan diri  dari

jamaah”.3°

Adapun diah menurut bahasa barasal dari kata wada-yadi-wadyan-wa
diyatun. Masdar wadyan digunakan untuk menunjukkan makna sald
(mengalir), serta sering dikaitkan dengan lembah, seperti dalam Qs. Taha ayat
12. Sedangkan masdar diyah kental dengan nuansa “membayar diah”, yakni
harta tebusan sebagai ganti rugi tindak pidana gisas, bentuk asli diyah adalah
widyah yang dibuang huruf waw-nya. Kata diyah serta derivasinya terulang di
dalam al-Qur’an sebanyak 12 kali, tersebar di dalam 11 ayat dan 11 surat.
Khusu dalam bentuk diyah, diulang sebanyak dua kali. Keduanya terdapat

dalam surah an-Nisa ayat 92.4°
0y Kia s 08 % Ul a3 O (57U Y1 Ui 6 3 S a5

A8, AB Gale 5h a1 35 38 e IS BRI 1 W) AlhT ) 4K
& Gad®aiaa 48 DA adhT ) ALLS 308 (3R iy & 038 (e S (54005
(92 :4/elill ) AY LS Uile 2 JIRTA) (52 075 Tamiliih (5 Aluad 3oy
Artinya: “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin,
kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh

seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan

seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang
diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka

(keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia
(terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang

beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya
mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada

perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah
pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada
keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah.

Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah

berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara

39 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag R, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,.. . hlm. 144

40 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 144
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bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha
bijaksana.” (An-Nisa'/4:92)

Al-Qurthubi menjelaskan ayat diatas bahwa diah yang dimaksud dalam
ayat tersebut adalah “sesuatu yang diberikan pelaku kepada korban
pembunuhan melalui walinya sebagai ganti rugi atas korban pembunuhan”.
Meskipun ayat tersebut menjelaskan terkait pembunuhan tidak sengaja, para
ulama sepakat menyatakan bahwa ketika gisas batal atau mustahil dilakukan,
maka diah diwajibkan sebagai hukuman pengganti dalam tindak pidana
pembunuhan sengaja. Dengan demikian, diah merupakan hukuman utama
dalam pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja. Selain itu, diah juga
menjadi hukuman pengganti gisas dalam tindak pidana pembunuhan atau
pelukaan yang dilakukan secara sengaja, apabila gisas dibatalkan atau tidak
dapat dilaksanakan.*!

Kemudian, mengenai bentuk dan jumlah diah yang harus dibayarkan
oleh pelaku pembunuhan tidak dijelaskan di dalam al-Qur’an. Surat an-Nisa
ayat 92 hanya memberikan informasi terkait kewajiban pelaku pembunuhan
membayar diah. Penjelasan terkait bentuk dan jumlah diah dijelaskan dalam
hadis-hadis Nabi, diantaranya di dalam satu sabda Rasulillah:

Sl ISR QS Lt (1Y) 3 A8 A% fe B U B Jaie) (o &

(USo ol 2a g alaall an al) Jo 7 fe Aile 030 L0 4

artinya: Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin tanpa
alasan yang sah dan ada saksi, ia harus digisas, kecuali jika
keluarga korban memaafkannya. Dan sesungguhnya dalam
menghilanfkan nyawa harus membayar diyat, berupa 100 ekor
unta. (Riwayat an-Nasa'1 dari kakeknya Abu Bakar)

41 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 145-146
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Disimpulkan bahwa hukum pidana jarimah gisas/diah ialah tindak
pidana yang berkaitan dengan pelanggaran jiwa atau anggota tubuh
seseorang, yakni membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap
tindak pidana tersebut adalah gisas, yaitu memberikan perlakuan yang
sama kepada pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya,
sebagai hukuman pokok atau diganti dengan diah atau ganti rugi dengan
harta. jarimah qisds/ diah ini merupakan hukuman yang sifatnya baku,
tidak mempunyai batas minimal serta maksimal, seperti yang berlaku pada
Jjarimah hudud.selain itu, jarimah qgisas/ diah juga merupakan hak pribadi.
Maknanya, pihak korban dapat menggugurkan hukuman gisas tersebut,
dengan memaafkan tanpa ganti rugi ataupun memaafkan dengan ganti
rugi. Sebab, hak qisas atau diah adalah hak pribadi korban maka hak
tersebut diserahkan kepada ahli waris.*?

Qs. al-Baqarah ayat 179

179 :2/5 530l ) VYA G588 A&ad QWYY S0 8 s aliadll 8 4T

Artinya: “Dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-
orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Al-Baqarah/2:179)

Dijelaskan dalam ayat di atas, hukum qisas mencerminkan upaya guna
memberikan efek jera kepada masyarakat, menghukum satu orang berarti
menghidupkan sekian ribu orang lainnya. Meskipun hukum islam (fikih)
menekankan pentingnya kepastian hukum, tetapi tetap ada peluang negosiasi

dan pemaafan. Pembunuhan secara sengaja yang diancam hukuman mati dapat

42 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 146-147
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dibatalkan dengan adanya pemberian maaf dari keluarga korban. Sebagai
gantinya, terpidana harus membayar diyah (ganti rugi) kepada keluarga
korban.*

Ayat di atas juga menegaskan bahwa melalui ketentuan hukum gisas,
kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin. Seseorang yang memiliki
niat untuk membunuh mengetahui hukuman seperti apa yang akan diterimanya
yaitu hukuman mati, tentu orang tersebut tidak akan melaksanakan niatnya
tersebut. Boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka
yang memiliki akal sehat dan menggunakannya tentu bisa memahaminya
dengan baik. Betapa tidak, ayat ini menyebut mereka sebagai ulul albab,
orang-orang yang berakal. Memang tidak dapat dipungkiri, sebagian kalangan
menilai hukuman mati tidak manusiawi, melanggar HAM, atau cenderung
bernuansa balas dendam. Tetapi, sesungguhnya hal itu sudah dijelaskan dalam
firman Allah yakni dalam Qs. al-Maidah ayat 32:44

oY) o G i L 8 R 6 (iDL o S G JRT e
il By e@j¢\A 3815 e Wl GAT TS WAl festaoea (a8 58 LdKa
(32 :5/535all ) 7Y G358 50l (51 (8 IS 5k i 135S ) o

Artinya: “ Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani

Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena
(orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau
karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia
telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang

memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah
memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul

43 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 281

# Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 281-282
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Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian,
sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui
batas di bumi.” (Al-Ma'idah/5:32)

Penjelasan diatas, dari perspektis hak asasi manusia, setiap manusia
memang memiliki hak paling dasar yaitu hak hidup. Pasal 6 kovenan hak sipil
dan politik berbunyi “pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup yang
harus di lindungi oleh hukum. Tidak sesorang pun yang secara gegabah
(melawan hukum, ilegal) boleh dirampas hak hidupnya.”

Secara teoritis, hak hidup merupakan kelompok hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya, dalam keadaan apapun
dengan alasan apapun seseorang tidak boleh dirampas hak hidupnya. Deklarasi
Universal HAM pasal 3 menyatakan,”setiap orang memiliki hak hidup, hak
merdeka, dan keamanan pribadi.” Pada hak ini, negara-negara menyikapi
pidana mati secara berbeda, ada negara yang menghapus hukuman mati, dan
ada juga yang masih mempertahankannya. Indonesia dan malaysia adalah dua

dari banyak negara yang masih tetap melegalkan hukuman mati.*

QS. al-Baqarah ayat 194
L Je 4l 5820 G (N1 i Ballad AN HAN il A0 S
(194 :2/5 2 ) V4 ¢ Gl aa & G V3ale ) & )80 572800 (i
Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang
dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang

menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya
terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

45 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 282-283
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Allah  bersama orang-orang yang bertakwa.”  (Al-
Bagarah/2:194)

Al-Qur’an menetapkan empat bulan dalam setahun yang merupakan
bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan yang dihormati, penghormatan yang
mengantar kepada lahirnya larangan-larangan tertentu, yang biasanya
dibolehkan pada bulan yang lain. Keempat bulan tersebut yaitu Muharram
(bulan pertama), Rajab (bulan 7), Dzulga’dah (bulan 11), dan Dzulhijjah (bulan
12) dari penanggalan Qamariyah.

Pada bulan Dzulhijjah tahun keenam Hijrah (627) Rasulullah saw
bersama rombongan kaum muslimin, bermaksud melaksanakan umrah, tetapi
mereka dihadang di satu lembah dekat Mekkah yaitu di Hudaibiyah. Setelah
melakukan perundingan dan menyepakati sekian butir kesepakatan diantaranya
gencetan senjata selama sepuluh tahun, brliau dan rombongan terpaksa kembali
ke Madinah. Kemudian tahun berikutnya pada bulan yang sama, beliau
kembali melaksanakan umrah sebagai gadha’ yakni pengganti umrah yang
batal tahun lalu itu. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Bulan Haram
dimana kamu pada tahun yang lalu dihalangi oleh kaum musyrikin.*®

Bisa juga kata bulan haram dipahami dalam arti keempat bulan haram,
sehingga penggalan ayat diatas berarti, penghormatan terhadap bulan haram
adalah wajib bagi yang menghormati bulan haram, adapun yang tidak
menghormati, maka tidak berlaku baginya ketentuan-ketentuan yang berkaitan

dengan larangan membunuh atau perang, dan sebab itu berlaku terhadap

46 M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an” Vol.
1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), him. 194
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mereka hukum qisas, yaitu perlakuan yang sama. Yang tidak menghormati
maka dia pun tidak dihormati. Oleh sebab itu barang siapa yang melakukan
urgensi terhadap kamu pada bulan haram atau di lvarnya, maka lakukan pula
urgensi pembalasan yang persis atau, seimbang dengan urgensinya terhadap
kamu.*’

Imam syafi’i menegaskan perlunya persamaan penuh antara agresi yang
mereka lakukan dengan pembalasan yang patut mereka dapatkan. Persamaan
penuh itu bukan saja dipahami dari perintah Allah melakukan pembalasan
dengan menamainya agresi agar sesuia agresi mereka, tetapi juga dari
penambahan huruf ba’ yang dibaca bi pada kata bi mitsli. Beliau juga
berpendapat bahwa pembalasan dalam pembunuhan demekian juga alatnya
harus sepenuhnya sama, dengan cara dan alat yang dilakukan oleh terpidana.
Ulama lain hanya mempersamakan dalam nilai. Pembunuhan menghilangkan
nyawa, dan dengan demikian siapa yang membunuh tanpa haq, dijatuhi
hukuman mati, dengan cara apapun yang mengakibatkan nyawa tercabut.*®

Ayat ini diakhiri dengan pesan bertakwalah kepada Allah dalam arti
berhati-hatilah jangan sampai sanksi Allah menimpa kamu, kaena itu jangan
sampai kamu melampaui batas dalam membalas. Peringatan ini perlu, sebab
boleh jadi ada yang menduga bahwa pembalasan terhadap mereka harus lebih
berat karena kesalahan mereka bukan hanya menyangkut seseorang, tetapi

kelompok. Selanjutnya perlu juga diingatkan bahwa pintu pemaafan bagi yang

47 M. Quraish Shihab, “Tafsir AlI-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”, Vol.
1,...hlm. 194-195

48 M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an” Vol.
1,...hlm. 195
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bertaubat walau telah melakuka kesalahan dan penganiayaan tetap harus
dibuka, dan hendaklah semua mengetahui bahwa Allah bersama orang-orang
yang bertakwa dengan dukungan bimbingan dan anugerah-Nya.*°
Tentu saja diperlukan biaya melaksanakan perintah diatas, yaitu membela
kebenaran dan menegakkan keadilan. Apalagi seringkali manusia membela
terpedaya oleh godaan setan yang membisiskan kepada manusia bahwa
menafkahlan harta akan mengantar mereka kepada kemiskinan dan kebinasaan.
Di sisi lain, peperanganh dapat mengakibatkan lenyapnya jiwa, sedang
bernafkah mengakibatkan keluarnya harta. Harta dan jiwa merupakan dua hal
yang amat berharga dan salaing berkaitan.>®
Penafsiran Kemenag pada Qs. Al-Baqarah ayat 178 menetapkan suatu
hukuman gisas yang wajib dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan:
1. Apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka kisas
berlaku bagi pembunuh yang merdeka tersebut.
2. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya), maka
kisas berlaku bagi budak pembunuh.
3. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena

hukuman mati adalah perempuan tersebut.

Penjelasan ayat ini dilengkapi dengan bagaimana hukumnya apabila hal-
hal berikut terjadi:

1. Apabila orang merdeka membunuh seorang hamba sahaya.

4 M. Quraish Shihab, “Tafsir AlI-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian AlI-Qur’an” Vol.
1,...hlm. 195
50 M. Quraish Shihab, “Tafsir AI-Misbah” Vol. 1,...hlm. 195
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2. Apabila seorang Muslim membunuh seorang kafir zimmi (kafir yang

menjadi warga negara Islam).

3. Apabila orang banyak bersama-sama membunuh seorang manusia.

4. Apabila seorang laki-laki membunuh seorang perempuan.

5. Apabila seorang ayah membunuh anaknya.

Para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing Menurut mazhab
Hanafi, pada masalah no. 1 dan no. 2 hukumnya ialah bahwa si pembunuh itu
harus dihukum mati, walaupun derajat yang dibunuh dianggap lebih rendah
dari yang membunuhnya, dengan alasan Dari permulaan ayat 178 ini sampai
kepada kata-kata al-qatl sudah dianggap satu kalimat yang sempurna. Jadi,
tidak dibedakan antara derajat manusia yang membunuh dan yang dibunuh.
Sedang kata-kata berikutnya yaitu orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan,
hanyalah sekadar memperkuat hukum, agar jangan berbuat seperti pada masa
jahiliah.

Alasan yang selanjutnya Ayat ini dinasakhkan (tidak berlaku lagi
hukumannya) dengan ayat 45 surah al-Ma'idah/5 yang tidak membedakan
derajat dan agama manusia. ; Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, pada
masalah No. 1 dan No. 2 ini, pembunuh tidak dibunuh, karena persamaan itu
adalah menjadi syarat bagi mereka dengan alasan Kalimat dalam ayat tersebut
belum dianggap sempurna kalau belum sampai kepada kata-kata: »5915 SA3YG
(perempuan dengan perempuan). Jadi merdeka dengan yang merdeka, hamba

sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan. Persamaan
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itu menjadi syarat, sedang ayat 45 Al-Ma'idah sifatnya umum ditakhsiskan
dengan ayat ini.
Sabda Rasulullah saw:

(Rl o 0n e e Lola ol 5 ) S (el (8 Y

Tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir. (Riwayat
al-Bukhari dari Ali bin Ab1 Talib);Masalah no. 3: menurut jumhur ulama,
semua dihukum mati karena masing-masing telah mengambil bagian dalam
pembunuhan. Masalah no. 4 hukumnya sesuai dengan ijmak sahabat, yaitu
pembunuh wajib dihukum mati, karena dianggap tidak ada perbedaan yang
pokok antara laki-laki dengan perempuan. Masalah no. 5 hukumnya tidak
dihukum mati karena membunuh anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah
saw:

(re O Al ol g ) eale M5 J Y

Ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya (Riwayat al-Bukhar1 dari
Umar);Pada masalah yang terakhir ini dan masalah-masalah sebelumnya
ditetapkan hukumnya bahwa si pembunuh bebas dari hukuman kisas, tetapi
dijatuhkan kepadanya hukuman lain, seperti diat, denda, dan sebagainya,
sebagaimana diterangkan secara terinci di dalam kitab-kitab fikih.

Selanjutnya Allah swt menerangkan adanya kemungkinan lain yang lebih
ringan dari kisas, yaitu Barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudara
yang terbunuh, maka hendaklah orang yang diberi maaf itu membayar diat
kepada saudara (ahli waris) yang memberi maaf dengan cara yang baik.

Artinya gugurlah hukuman wajib kisas dan diganti dengan hukuman diat yang
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wajib dibayar dengan baik oleh yang membunuh. Kemudian dalam penutup
ayat ini Allah memperingatkan kepada ahli waris yang telah memberi maaf,
agar jangan berbuat yang tidak wajar kepada pihak yang telah diberi maaf,
karena apabila ia berbuat hal-hal yang tidak wajar, maka artinya perbuatan itu
melampaui batas dan akan mendapat azab yang pedih di hari kiamat.>!

Lahirnya reformasi di Indonesia memberikan jalan bagi daerah-daerah di
Indonesia untuk mengatur kehidupan rumah tangga daerahnya sendiri.
Pengaturan kehidupan rumah tangga daerah tersebut dijelaskan dalam UU No.
22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal menjadikan salah satu
provinsi di Indonesia yaitu Aceh yang menjadikan hukum islam salah satunya
hukum gisas sebagai alternatif. Masyarakat Aceh yang mayoritas agamanya
Islam serta mengimplmentasikan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari
kemudian masyarakat Aceh melaksanakan referendum yang hasilnya kemudian
pemerintah meresponnya dengan dibentuknya UU No. 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No.18
tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh
sebagai provinsi Nengroe Aceh Darussalam, UU No. 11 tahun 2006 tentang
pemerintahan Aceh serta dioprasioanalkan dengan Kepres No. 11tahun 2003
tentang mahkamah syariah dan mahkamah syariah di Provinsi Nengroe Aceh
Darussalam.>?

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang mengikuti peraturan

hukum yang ada, sebab di Indonesia masyarakatnya yang plural dari segi

5! Tafsir Tahlili Qs. Al-Bagarah ayat 178 Kemenag RI
52 Yusron Asropi, “Penerapan Hukum Pidana Islam di Aceh dalam Tinjauan Perundang-
Undangan di Indonesia”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012), hlm. xx
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agama, suku, adat istiadat, dan lainnya. Kepluralan tersebut menjadikan agama
Indoneisa tidak dijadikan sebagai dasar negara  tetapi hanya sebatas
menjadikannya sebagai sumer dan material dalam menentukan hukum. Hal ini
dapat mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang
plural.>® Maka pelaksanaa hukum di Indonesia tetap mengikuti ketentuan yang
diberlakukan. Sama halnya dengan negara Indonesia negara yang masih
melegalkan hukuman mati, tetapi hukuman tersebut hanya diberlakukan pada
kejahatan-kejahatan tertentu seperti kasus pembunuhan, terorisme, perampokan
dan kasusu penyelahgunaan narkotika berupa pengedar narkotika.>* Penjelasan
tersebut, sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah yaitu sebagai salah satu
bentuk upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata
serta sebagai bentuk jaminan perlindungan nilai-nilai yang ada di masyarakat
setempat.>
F. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan
Mushaf al-Qur’an Kemenag RI Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Qisas
Kemenag RI menjelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 179 bahwa agama
Islam menghormati harkat serta martabat manusia manusia, serta melarang
siapapun untuk merendahkan harkat serta maertabat tersebut. Sebab, manusia

diberi akal untuk megimbangi nafsunya. Dalam penerapan hukum islam salah

satunya hukum gisas terdapat kepentingan orang banyak terjamin, ayat ini

53 Saifuddin, “Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Al-*Adalah
Vol. 14 No. 2, 2017, hlm. 477

% Nurwahidah, “Eksekusi Hukuman Mati Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)”,
Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Indexed, 2014, hlm. 12

55 Kemala Fakhira Shandi, dkk, “Pandangan Mahasisiwa tentang Hak Asasi Manusia
dalam Penerapan Hukum Qanun Junayah di Aceh”, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3, 2021, him. 9
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menjelaskan bahwa dalam hukum gisas terdapat jaminan kehidupan bagi
manusia.>®

Penafsiran ayat-ayat Qisas Kemenag RI terdapat kategorisasi hak asasi
manusia yaitu Pertama, berkaitan dengan ruang lingkup Hak Asasi Manusia
dalam UU No. 3 terdapat 10 ruang lingkup Hak Asasi Mansuia yaitu hak
hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan,
hak memperoleh kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas
kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.>’

Terdapat 3 ruang lingkup Hak Asasi Manusia dalam penafsiran ayat-ayat Qisas

yaitu sebagai berikut:

1. Hak Hidup dijelaskan pada Qs. Al-Baqarah ayat 179 melalui ketetapan
hukum Qisas kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin.*

2. Hak memperoleh keadilan dijelaskan pada Qs. Al-Bagarah ayat 178 dan Qs.
Al-Maidah ayat 45 ayat ini menjelaskan hukum Qisas mengandung
persamaan atau keadilan. Persamaan yang dimaksud ialah orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan
dengan perempuan.®’

3. Hak atas rasa aman dijelaska di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 179 seseorang

yang memahami hukuman yang diterimanya hukum Qisas tentunya

%6 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 281

57 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 279-280

58 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 281

59 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 143
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mengurungkan niatnya, maka menjaga kehidupan manusia dan menjadikan
hak atas rasa aman manusia terjaga.*’

Penafsiran Kemenag RI dalam penafsiran ayat-ayat Qisas juga memuat
prinsip dasar Hak Asasi Manusia baik HAM secara Universasal maupun
prinsip HAM dalam Islam. Prinsip HAM secara universal yaitu prinsip dasar
kesetaraan, prinsip dasar non diskriminasi, prinsip dasar partisipasi, dan prinsip
dasar kontribusi.®! Kemudian prinsip dasar HAM dalam Islam yaitu prinsip
dasar kesamaan persamaan dan prinsip dasar kebebasan.®? Terdapat dua prinsip
HAM dalam penafsiran ayat-ayat Qisas yaitu Prinsip dasar kesetaraan atau
persamaan dan rinsip dasar non diskriminasi dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah
ayat 178 dan Qs. Al-Maidah ayat 45 hukum Qisds menjelaskan persamaan
dalam melaksanakan hukuman kepada manusi tanpa memandang perbedaan

yang dimiliki.

6 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 282

61 Rahayun, “Hukum Hak Asasi Manusia”,...hlm. 11-12

62 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag R, “Tafsir
Al-Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...13



BAB IV
ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Analisis Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Penafsiran Ayat-ayat Qisas
Tafsir Tematik Hukum, Keadilan, dan HAM Kemenag RI
Agama Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia, serta
melarang siapapun untuk merendahkan harkat dan ada kepentingan martabat
tersebut. Sebab, manusia dianugerahi akal untuk mengimbangi hawa nafsunya.
Pada penerapan hukum islam, terdapat kepentingan terhadap kehidupan orang
banyak yang harus di jamin keberlangsungannya. penafsiran Qs. Al-Baqarah
ayat 179, mencakup ruang lingkup HAM vyaitu hak hidup. Hukum qisas
mencerminkan upaya guna memberikan efek jera kepada masyarakat,
menghukum satu orang berarti menghidupkan sekian ribu orang lainnya.
Meskipun hukum islam (fikih) menekankan pentingnya kepastian hukum, tetapi
tetap ada peluang negosiasi dan pemaafan. Pembunuhan secara sengaja yang
diancam hukuman mati dapat dibatalkan dengan adanya pemberian maaf dari
keluarga korban. Sebagai gantinya, terpidana harus membayar diyah (ganti rugi)
kepada keluarga korban.!
Ayat di atas juga menegaskan bahwa melalui ketentuan hukum gisas,
kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin. Seseorang yang memiliki
niat untuk membunuh mengetahui hukuman seperti apa yang akan diterimanya

yaitu hukuman mati, tentu orang tersebut tidak akan melaksanakan niatnya

! Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag R1, “Tafsir Al-
Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...him. 281
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tersebut. Boleh jadi hikmabh ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka
yang memiliki akal sehat dan menggunakannya tentu bisa memahaminya dengan
baik. Betapa tidak, ayat ini menyebut mereka sebagai ulul/ albab, orang-orang
yang berakal. Memang tidak dapat dipungkiri, sebagian kalangan menilai
hukuman mati tidak manusiawi, melanggar HAM, atau cenderung bernuansa
balas dendam.?

Hukuman qisas dalam perspektif sosiologis, bukanlah hukum yang kejam
seperti yang dibayangkan kebanyakan manusia serta diasumsikan melampaui
Allah Sang Pencipta dengan mengambil nyawa seseorang. Bisa jadi terdapat
bentuk hukuman yang secara batin lebih menyakiti hati seseorang ketimbang
dengan hukuman qisas. Seperti marah kepada seseorang yang menumpahkan
darah adalah sesuatu yang alami. Maka, Islam menyambutnya dengan
menyariatkan hukuman qisas. Keadilanlah yang dapat mematahkan kemarahan
jiwa, meredakan kebencian dalam hati, serta memenjarakan pelaku kejahatan
dari melanjutkan tindak kejahatannya.?

Ketika masa Jahiliyah dahulu, apabila terjadi suatu pembunuhan, maka
kabilah yang terbunuh dan yang membunuh akan saling melindungi anggota
kabilahnya masing-masing, yang kemudian mereka saling bertikai serta saling
membunuh. Pertikaian yang terjadi tentu memakan korban yang lebih banyak

lagi. Oleh sebab itu, ketika qisas ini diisyaratkan maka mereka tidak perlu lagi

2 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir Al-
Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 281-282
3Anang Harianto, “Konsep Qisas Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara”,...hlm. 55
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bertikai, karena mereka telah merasa puas dengan hukuman tersebut. Dengan
demikian betapa banyak nyawa yang dapat terselamatkan.*

Pada penafsiran ayat diatas, dapat disimpulkan konsep HAM dalam
hukum qisas adalah hukum yang berkemanusiaan sebab, qisas menghargai
nyawa manusia, manuisa tidak boleh dilukai serta tidak boleh dibunuh kecuali
dengan adanya alasan hukuman atau perintah agama. Selain itu, qisas merupakan
hukum yang beradab sebab dengan adanya ketegasan hukum bagi pembunubh,
manusia manusia diharapkan tidak bermusuhan, saling menjaga keamanan,
memupuk persaudaraan, sehingga tercipta masyarakat yang beradab yang
dijauhkan dari kekacauan.

Penafsiran ayat ini juga terdapat aspek pemaafan, yaitu keluarga korban
ingin memaatkan dengan menggugurkan sanksi itu, tetapi sebagai gantinya
dengan membayar tebusan, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Tetapi, keluarga
korban juga harus memberi maaf kepada tersangka dengan tidak boleh ada unsur
kepaksaan. Sebab, pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga
yang Ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan bahkan
terpuji. Keluarga tersangka yang telah diberi maaf juga harus membayar
diyah/tebusan dengan cara yang baik jangan menundanya serta keluarga korban
juga harus memberikan jumlah tebusan dengan jumlah yang wajar.

Selain itu, pada penafsiran Qs. al-Baqarah ayat 178 dan Qs. al-Maidah
mencakup ruang lingkup HAM yaitu hak memperoleh keadilan dan mecakup

prisip dasar HAM yaitu prinsip kesetaraan atau kesamaan dan prinsip dasar non

4 Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, terjemah “Tafsir Al Qurthubi” jilid 2, him. 590
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driskriminasi. Kata qisas dalam penafsiran Kemenag diatas mengacu pada
makna persamaan atau keadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam penafsiran
diatas hukum qisas adalah pembalasan yang sama. Persamaan yang dimaksud
adalah Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba
sahaya, dan perempuan dengan perempuan.

Seperti yang dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Qs. al-Baqarah ayat
178 yaitu keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam memberikan balasan
dalam suatu hukum yaitu dengan memberlakukan hukuman dengan sesuai yang
di syari’atkan Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan
hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Janganlah kalian melanggar
atau melampaui batas seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian,
dan mereka telah merubah hukum Allah yang berlaku ditengah-tengan mereka.®

Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya al-Misbah juga menjelaskan atau
memaknai kata yang sama pula yakni “persamaan” pada ayat ini Allah menyeru
kepada kaum beriman: Hai orang-orang yang beriman,diwajibkan atas kamu
qishaash. Ini diwajibkan apabila keluarga terbunuh-menghendakinya sebagai
sanksi akibat pembunuhan tidak sah atas keluarga terbunuh. Akan tetapi,
pembalasan itu harus melalui yang berwenang dengan ketetapan bahwa,Orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan
wanita. Maka, disini dijelaskan bahwa terdapat penekanan yang lebih kepada

prinsip keadilan dan persamaan dalam menghilangkan nyawa seseorang

> M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam
Syafi’l, 2004), him. 51
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manusia, yakni dibolehkannya meng-qishash seorang laki-laki walaupun
pembunuhnya seorang perempuan, dan tidak membenarkan pula ketika
membunuh seseorang sehingga membunuh banyak manusia.®

Kemudian Ulama syafiiyah berpendapat bahwa hukum gisas bisa gugur
sebab tidak adanya keseimbangan antara pelaku dan korban dalam sebauah
tindak pidana atas jiwa yang menjadi dasar keseimbangan antara pelaku dam
korban seperti islam dan merdeka, berlaku juga untuk tindak pidana selai jiwa.
Sedangkan ulama hanafiyah berpendapat tindak pidana atas jiwa keseimbangan
tersebut tidak mempengaruhi hukuman gisas. Dasar hukum tersebut pada Qs. al-
Bagqarah ayat 178 dan surat al-Maidah ayat 45 kedua ayat tersebut bersifat umum
atau amm maka ayat tersebut berlaku umum untuk seluruh pembunuhan.
Sedangkan menurut ulama hanafiyah untuk tindak pidana selain jiwa yang
menjadi dasar keseimbangannya adalah merdeka dengan jenis kelamin.’

Penjelasan diatas tentu sejalan dengan prinsip dasar hak asasi manusia
yang dijelaskan pada bab dua yang dikutip dari buku karya dari Rahayun yang
menjelaskan mengenai prinsip dasar kesetaraan dan non-diskriminasi. Prinsip
dasar ini adalah prinsip dasar pemenuhan HAM yang menekankan perlakuan
yang sama tanpa melihat atau memandang perbedaan manusia dari suku, ras,

agama, jenis kelamin, warna kulit, usia, bahasa serta perbedaan lainnya sebab

semua manusia memiliki derajat yang sama.

® M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an” Vol.
1,...hlm. 393

7 Thsan masruri, “Qisds Menurut Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii”,
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. ii
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Selain itu, sejalan dengan prinsip dasar hak asasi manusia dalam islam
yaitu prinsip persamaan (al-musawah) yang digagas oleh Muhammad Hamdi
Zaqzuq. Prinsip ini menenkankan bahwa setiap manusia itu diciptakan sama,
semua manusia bersaudara dan perbedaan yang dimiliki setiap manusia harus
dijadikan landasan untuk saling mengenal, tolong menolong bukan untuk
dijadikan deskriminasi atau ketidak adilan dan dijadikan sebagai benturan dan
perselisihn di dalam kehidupan.

B. Analisis Relevansi Penafsiran Kemenag RI Mengenai Ayat-ayat Qisas
dalam Diskursus HAM di Indonesia

Indonesia adalah negara yang mayoritas pendunduknya muslim yang
semestinya memberlakukan hukum qisas, namun kenyataannya Indonesia tidak
memberlakukan hukum qisas. Sebab, Indonesia tidak menerapkan hukum islam
sebagai dasar hukumnya. Berbeda keadaan apabila hukum islam diterapkan
maka qisas harus dilaksanakan. Karena pelaksanaan hukum qgishash melibatkan

negara dan tidak bisa dilaksanakan secara perorangan.®

Walaupun tidak
menerapkan hukum qisas, Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang
masih melegalkan hukuman mati hingga saat ini.’

Hukuman mati tertulis dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008.
Achmad Ali menjelsakan, hukuman mati sementara ini masih di butuhkan

khususnya di Indonesia, tetapi harus ditetapkan secara spesif dan selektif. Spesif

maknanya hukuman mati diterapkan untuk pelaku kejahatan-kejahatn serius,

8 Budi Ismail, “Studi Qisdas dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Qurais Shihab”,.. hlm. 76
° Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Tafsir Al-
Qur’an Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia”,...hlm. 282-283
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seperti koruptor, pengedar narkoba, teroris, pelanggaran HAM berat, serta
pembunuhan berencana. Sedangkan yang dimaksud selektif ialah bahwa
terpidana yang dijatuhi hukuman mati benar-benar terbukti dengan sangat
meyakinkan dipengadilan.'”

Kitab Undang-undang hukum pidana di dalamnya juga telah mengatur
secara substansial mengenai perlunya perlindungan terhadap hak asasi setiap
manusia. hal tersebut dalpat dilihat pada ketentuan hukum yang ada didalam
KUHP pidana yang melarang serta mengancam pidana seseorang yang
melakukan pelanggaran hak asasi manusia. seperti contohnya pada pasal 362
KUHP pidana yang melarang serta mengancam pidana seseorang yan
melakukan perbuatan meghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian
sebenarnya secara substansial hukum pidana secara tegas dan jelas telah
mengakomodasi dan mengatur serta memberi perlindungan terhadap KUHP
pidana yang melarang dan mengancam pidana seseorang yang melakukan.'!

Selain itu, juga terdapat didalam kitab undang-undang hukum acara pidana
atau KUHAP telah diatur dengan jelas serta tegas secara prosedural mengenai
perlindungan terhadap HAM. Hal tersebut dapat dilihat seperti perlindungan hak
asasi manusia tersangka dalam pemeriksaan, penahanan dan perlakuan untuk

tidak dianiaya dan disisksa.'?

19Anang Harianto, “Konsep Qisas Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara”,...hlm. 53

" Lisnawaty Badu, “Pengaturan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945 Serta Aspek
Pidana Nasional dan Internasional”’, Jurnal Legalitas Vol. 3 No. 2, 2012, hlm. 38

12 Lisnawaty Badu, “Pengaturan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945 Serta Aspek
Pidana Nasional dan Internasional”,.. . hlm. 38-39



96

Tanggal 28 Juli 2005 Majelis Ulama Indonesia/MUI juga pernah
mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasional
MUI ke-7 di Jakarta.meskipun fatma MUI ini sifatnya tidak mengikat tetapi
menjadi pendukung terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.'?
Menurut ketua MUI Amidhan di dalam hukum islam, hukuman mati
diperbolehkan selama pemerintah dengan tegas memberlakukan hukuman mati
dalam peraturan perundang-undangan. Umar Shihab juga membenarkan
hukuman mati sudah sesuai dengan hukuma islam. Dalam islam di sebutkan
seseorang yang sengaja menghilangkan nyawa seseorang akan mendapat
hukuman mati.'*

Kemudian dari segi yuridis normatif, Hak Asasi Manusia diantaranya
diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Penjelasan HAM dalam
UUD 1945 salah satunya yaitu pada pasal 28 A menjelaskan bahwa setiap orang
mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Sedangkan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 hak yang merekat pada hakikat
serta kehadiran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimana hak tersebut
harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap individu,
pemerintah serta hukum, guna menjaga serta melindungi harkat martabat
manusia.

Secara yuridis normatif penafsiran ayat-ayat Qisas pada Qs. Baqarah ayat

178 dan al-Maidah ayat 45 Kemenag RI mencakup prinsip dasar kesamaan dan

3 Imam Yahya, “Eksekusi Hukum Mati Tinjauan Magashid al-Shari’ah dan Keadilan”,
jurnal Ahkam Vol. 23 No. 1, 2013, hlm. 85
4 Anang Harianto, “Konsep Qisas Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara”,...hlm. 53
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non dikriminasi sejalan dengan pasal di dalam UUD 1945 tentang HAM yaitu
pasal 28 D ayat 1 dan pasal 28 I ayat 2. Pada bab dua dijelaskan pasal 28 D ayat
1 menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
Sedangkan pada pasal 28 I ayat 2 menjelaskan setiap orang berhak untuk bebas
dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun serta berhak mendapatkan
perlindungan dari perlakuan deskriminatif tersebut.

Sedangkan pada penafsiran Kemenag didalam Qs. al-Baqarah ayat 179
yang menjelaskan hukum qisas mencerminkan upaya guna memberikan efek
jera kepada masyarakat, menghukum satu orang berarti menghidupkan sekian
ribu orang lainnya. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa melalui ketentuan
hukum gisas, kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin. Seseorang
yang memiliki niat untuk membunuh mengetahui hukuman seperti apa yang
akan diterimanya yaitu hukuman mati, tentu orang tersebut tidak akan
melaksanakan niatnya tersebut. Boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua
orang, tetapi mereka yang memiliki akal sehat dan menggunakannya tentu bisa
memahaminya dengan baik.

Penjelasan ayat diatas mengacu pada hak asasi manusia yaitu mengenai
hak hidup seseorang. Hal tersebut sejalan dengan pasal 28 A UUD 1945 yang
menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan
mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian pada penjelasan ayat
diatas terkait bahwa melalui ketentuan hukum gisdas, boleh jadi hikmabh ini tidak

dipahami oleh semua orang, tetapi mereka yang memiliki akal sehat dan
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menggunakannya tentu bisa memahaminya dengan baik. kelangsungan hidup
orang banyak menjadi terjamin sejalan dengan pasal 28 G UUD 1945 yang
menjelaskan setiap orang mempunyai hak atas rasa aman serta perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan
hak asasi manusia.

Selain sejalan dengan UUD 1945 juga sejalan dengan UU No. 39 tahun
1999 yaitu hak hidup dalam pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 mennyatakan “hak
untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”; Pasal 9 ayat 1 menjelaskan “setiap
orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf
kehidupannya”; ayat 2 “setiap berhak untuk hidup tentram, aman, damai,
bahagia, sejahtera, lahir dan batin”.

Kemudian juga sejalan dengan Pasal 17 menjelaskan “setiap orang, tanpa
deskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,
pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun
administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak
memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang
objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan

benar”, dan Pasal 30 mejelaskan “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram
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serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu”.

Pemaparan yang telah peniliti jelaskan diatas maka penafsiran ayat-ayat
qisas kemenag RI terhadap HAM di Indonesia memiliki relevansi secara yuridis
normatif yaitu sesuai dengan ketentuan atau regulasi HAM di Indonesia. Namun,
dalam ketentuan normatifnya pelaksanaan hukum gisas masih terdapat
perbedaan pandangan dan pelaksanaannya. Dalam negara indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan daerah. Selain itu, penafsiran ayat-ayat gisas
kemenag RI memberikan jawaban dan pemahaman kepada masyarakat terhadap
problem yang terjadi khusunya mengenai hukum dan HAM.

Agama dan ham terdapat keterkaitan atau relasi yaitu melalui hukum qisas
penghargaan hak-hak asasi manusia ditegakkan, sebab penafsiran ayat-ayat
qisas memuat dimenasi hak asasi manusia yaitu hak hidup, hak atas memperoleh
keadilan, hak atas rasa aman. Hal ini sesuai dengan teori relasi agama yang di
gagas oleh Muhammad Hamdi Zaqzuq bahwa islam ada keterkaitan yang sangat
erat antara hukum, keadilan, serta penghargaan atas hak-hak asasi manusia
Selain itu, penafsiran ayat- ayat qisas juga memuat aspek prinsip dasar hak asassi
manusia dalam islam maupun prinsip dasar hak asasi manusia secara umum yaitu

prinsip dasar kesetaraan dan nondiskriminasi.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam penulisan skripsi ini,
maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tafsir ayat Qisas kemenag RI merepresentasikan penegakkan HAM melalui
Qisas. Konsep Hak Asasi Manusia dalam penafsiran ayat-ayat Qisds
Kemenag RI pada penafsiran Qs. al-Baqarah ayat 178 dan Qs. al-Maidah ayat
45 terdapat ruang lingkup HAM yaitu hak memperoleh keadilan serta terdapat
prinsip dasar HAM yaitu prinsip dasar persamaan atau kesetaraan dan prinsip
dasar non diskrimasi. Persamaan yang dimaksud bahwa setiap manusia
berhak memperoleh keadilan dalam pemenuham HAM. Sedangkan prinsip
persamaan dan non diskrimasi yaitu pemenuhan HAM tidak oleh memandang
manusia dari status sosial, suku, ras, agama, usia, jenis kelamin, serta
perbedaan yang lainnya. Sedangkan dalam Qs. al-Baqarah ayat 179 yaitu
dalam hukum Qisas terdapat jaminan kehidupan untuk manusia, kemudian
juga terdapat ruang lingkup HAM yaitu Hak hidup dan hak atas rasa aman.
Selain itu, dalam penafsiran ayat ini terdapat aspek pemaafan.

2. Penafsiran Kemenag RI terhadap Penafsiran ayat-ayat Qisas memiliki
relevansi secara yuridis normatif dengan HAM di Indonesia yang ada di
dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 yaitu:

a. HAM di UUD 1945 pasal 28 A yang menjelaskan hak untuk hidup dan

mempertahankan hidup dan kehidupannya dan Pasal 28 B ayat hak untuk

100
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kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan
dari kekerasan dan deskriminasi.

. HAM di UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 hak atas pengakuan, jaminan
perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di
depan hukum dijelaskan dalam pasal dan Pasal 28 I ayat 2 hak untuk bebas
dari perlakuan diskriminatuf atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan dari perlakuan doskriminatif tersebut diatur didalam.

. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “hak untuk hidup, hak untuk
tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi
dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;

. Pasal 9 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan “setiap orang berhak
untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf
kehidupannya”; ayat 2 “setiap berhak untuk hidup tentram, aman, damai,
bahagia, sejahtera, lahir dan batin”;

. Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan “setiap orang, tanpa
deskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan
permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata,
maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan

tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan
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yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan
yang adil dan benar”;

f. Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 mejelaskan “setiap orang berhak atas
rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Namun, dalam ketentuan normatifnya pelaksanaan hukum gisas masih
terdapat perbedaan pandangan dan pelaksanaannya. Dalam negara Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, otonomi, serta ketentuan hukum
Islam yang telah ditentukan

B. Saran

Berikut adalah saran dari penulis terkait penelitian ini:

1. Bagi Lembaga Kementrian Agama RI supaya banyak serta memperluas
kajian-kajian tentang al-Qur’an terutama mengenai permasalahan hukum
Qisas.

2. Bagi peneliti selanjutnya karya ini diharapkan dijadikan sebagai referensi
terkai hukum Qisas serta diharapkan melakukan pengkajian tentang hukum
Qisas dengan tidak hanya mengkaji hukum Qisdas ditinjau dari HAM tetapi
menggunakan metode lain seperti kajian kitab tafsirnya, hukum Qisas ditinjau
dari sosial historis, serta dengan pendekatan dan metode lainnya.

3. Bagi Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir diharapkan penelitian ini bisa menjadi
referensi mengenai kajian tentang hukum Qisas.

4. Bagi Masyarakat diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman terhadap

anggapan hukum islam khususnya hukum Qisas yang dianggap masyarakat
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hukum yang melanggar hak asasi manusia anggapan tersebut salah, justru
hukum Qisas hukum yang menghargai hak asasi manusia dan penelitian ini
sebagai bentuk sosialisasi hukum Qisas agar masyarakat lebih menghargai

nilai-nilai kemanusiaan.
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Abstrak

Pembahasan mengenai Qisads banyak dibahas serta menuai berbagai
anggapan tentang hukum Qisas di masyarakat. Bahkan hukum Qisas ini dianggap
hukum yang melanggar hak yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu hak asasi
manusia atau sering disebut HAM. Kitab tafsir tematik Hukum, Keadilan, dan
HAM karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI ini dicetak pada
tahun 2010. Kitab tafsir ini fokus pada pembahasan mengenai hukum, keadilan, dan
hak asasi manuisa. Penelitian ini menjelaskan permasalah terkait bagaimana konsep
HAM dalam penafsiran ayat-ayat Qisas perspektif tafsir Kemenag dan bagaimana
relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat Qisas dalam diskursus HAM
di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep HAM di dalam
penafsiran ayat Qisas dan relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat
Qisas dalam diskursus HAM di Indonesia. Penelitian ini merupakakan penelitian
kualitatif berupa penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan
Maudhu’i atau tematik. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan
dokumentasi. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis
yuridis-normatif. Hasil penelitian ini yaitu pertama Tafsir ayat Qisas kemenag RI
merepresentasikan penegakkan HAM melalui Qisas. Konsep Hak Asasi Manusia
dalam penafsiran ayat-ayat Qisas Kemenag RI pada penafsiran Qs. al-Baqarah ayat
178 dan Qs. al-Maidah ayat 45 terdapat ruang lingkup HAM yaitu hak memperoleh
keadilan serta terdapat prinsip dasar HAM yaitu prinsip dasar persamaan atau
kesetaraan dan prinsip dasar non diskrimasi. Persamaan yang dimaksud bahwa
setiap manusia berhak memperoleh keadilan dalam pemenuham HAM. Sedangkan
prinsip persamaan dan non diskrimasi yaitu pemenuhan HAM tidak oleh
memandang manusia dari status sosial, suku, ras, agama, usia, jenis kelamin, serta
perbedaan yang lainnya. Sedangkan dalam Qs. al-Baqarah ayat 179 yaitu dalam
hukum Qisdas terdapat jaminan kehidupan untuk manusia, kemudian juga terdapat
ruang lingkup HAM yaitu Hak hidup dan hak atas rasa aman. Selain itu, dalam
penafsiran ayat ini terdapat aspek pemaafan.

Hasil penelitian Kedua, Penafsiran Kemenag RI terhadap Penafsiran ayat-
ayat Qisas memiliki relevansi secara yuridis normatif dengan HAM di Indonesia
yang ada di dalam UUD 1945 yaitu pada pasal 28 A, 28 B, pasal 28 D ayat 1 dan
Pasal 28 I ayat 2. Selain itu juga memiliki relevansi dengan UU No. 39 Tahun
1999Y aitu pada pasal 4, Pasal 9 ayat 1 dan 2, Pasal 17 dan Pasal 30. Namun, dalam
ketentuan normatifnya pelaksanaan hukum gisas masih terdapat perbedaan



pandangan dan pelaksanaannya. Dalam negara indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan, otonomi daerah dan ketentuan hukum Islam yang telah ditentukan.

Kata kunci: Qisas, HAM, tafsir tematik Hukum, Keadilan, dan HAM Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI
A. Pendahuluan

Setiap manusia sudah diberikan hak dasar yang sepadan oleh Tuhan.
Hak dasar tersebut dikenal dengan sebutan HAM. HAM ialah hak yang
diberikan oleh Tuhan yang sifatnya kodratif, fundamental serta merekat
pada setiap diri manusia dimana hak tersebut harus di junjung tinggi oleh
setiap individu, masyarakat serta negara. Undang-Undang No.39 tahun
1999 pasal 1 menyebutkan bahwa HAM ialah hak yang merekat pada
hakikat serta kehadiran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dimana
hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap
individu, pemerintah serta hukum, guna menjaga serta melindungi harkat
martabat manusia.

Seluruh manusia memiliki hak hidup tentram, sejahtera secara lahir
maupun batin. Melindungi serta menjaga keselamatan setiap manusia di
dalam agama islam ialah hak dan kewajiban asasi yang paling utama, sebab
hidup adalah rahmat dari Tuhan.oleh karena itu, tidak satu pun orang dapat
merampas hak tersebut terkecuali pada ketetapan Tuhan Yang Maha Esa.
Tetapi, maraknya kasus kriminal di Indonesia yang hari demi hari
bertambah mengakibatkan terancamnya hak untuk hidup layak bagi setiap
orang. Selain itu, kasus kriminal juga meresahkan masyarakat dan
menjadikan masyarakat selalu waspada dalam menjalankan kegiatan sehari-
hari agar terhindar dari resiko pelaku tindak kriminal baik ketika sedang
berada di lingkungan rumah maupun luar rumah. Hal tersebut disebabkan
karena angka kriminalisasi yang setiap tahunnya selalu bertambah dengan
bebagai macam kejahatan. Beragam laporan menuturkan bahwa naiknya
kasus kejahatan ini diakibatkan oleh beragam permasalahan dalam
kehidupan seperti permasalahan sosial, ekonomi, politik, bahkan

permasalahan kecil menjadi penyebab terjadinya kasusu kriminal. Seperti



yang disampaikan oleh Indonesia Police Watch (IPW) bahwa kejahatan
yang masih mendominasi dari tahun ketahun diantaranya adalah
pembunuhan dan pengroyokan.

Kejahatan terhadap jiwa merupakan kejahatan dengan jumlah besar
setelah kejahatan harta benda. Bagi pelaku kejahatan terhadap jiwa
seseorang yang berakibat pada kematian, dikenai hukuman yang disebutkan
didalam  pasal 338 KUHP berbunyi, “barangsiapa secara sengaja
menghilangkan nyawa seseoramg sebab pembunuhan, diganjar hukuman
penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Hukuman pidana umum ini
memiliki tujuan yaitu untuk memberi sanksi atau hukuman kepada para
pelaku tindak pidana. Akan tetapi, hukum pidana sudah diterapkan dengan
mengatasnamakan HAM, namun kejahatan menghilangkan nyawa atau
pembunuhan masih terjadi.

Seseorang yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain
dalam hukum pidana islam, dikenai hukuman pidana, yaitu dengan tindak
pidana daintaranya dijelaskan dalam Qs. al-Bagarah ayat 178-179 disebut
dengan gisas. Qisas merupakan pembalasan seimbang atau memberikan
hak kepada seseorang yang dirugikan membalas kepada pihak yang
merugikannya dengan kadar yang seimbang (setara), seperti pembunuhan
dibalas dengan pembunuhan. Namun, pelaksanaan hukum g¢isas ini
diserahkan kepada keputusan keluarga korban, dengan pilihan apakah
hukum gisas tetap dilaksanakan atau dimaafkan dengan membayar diyat
(ganti rugi) atau denda sesuai dengan yang ditentukan oleh keluarga yang
terbunuh. Hal ini menunjukan setiap perbuatan yang menghilangkan nyawa
seseorang bisa dijatuhi hukum gisas- diyat.

Berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan berakibat
memunculkan metode guna menetapkan hukum, seperti dengan Hak Asasi
Manusia (HAM). Menurut sebagian masyarakat modern pidana mati
merupakan hukum pidana yang melanggar HAM. Karena HAM sudah
menyatu pada diri manusia sebagai pemberian Tuhan maka HAM tidak bisa

dikurangi. Jadi, yang dibutuhkan oleh negara dan hukum ialah mengakui



serta jaminan perlindungan HAM meskipun hukum pidana mati suatu
ketetapan yang berlaku disuatu negara hukum.

Anggapan terhadap hukum pidana islam salah satunya adalah gisas
yang hanya dipahami dari aspek sanksinya (uqubat) saja memunculkan
kesan bahwa hukum pidana islam itu kejam, hukum Arab pada masa klasik
dan juga agama islam dianggap agama yang tidak menghormati HAM,
khususnya tidak menghormati hak hidup setiap individu manusianya.
Menurut Prof. Amin Suma, permasalahan hukuman dalam hukum pidana
islam, apapun bentuknya, baik gisas, atau hukuman Audud jangan dipahami
secara kaku atau terlalu kaku. Karena, dalam hukum pidana islam terdapat
hikmabh.

Seperti dalam penerapan hukum islam lainnya, yaitu hukuman
potong tangan kepada seseorang yang melakukan pencurian. Beberapa
pendapat mengenai teknis eksekusi potong tangan, apakah yang dipotong
bagian ujung jari sampai bahu, ujung jari sampai mata siku, dipotong dari
ujung jari sampai pergelangan tangan saja, atau dipotong jarinya saja.
Kemudian perbedaan pendapat oleh para Sahabat mengenai hukuman yang
diberlakukan kepada seseorang yang telah melakukan pencurian berulang
kali. Sahabat Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan,
serta Umar Ibn Abdul Aziz menetapkan hukuman dengan memotong tangan
kirinya untuk seseorang yang melakukan pencurian ketiga kali, memotong
kaki kanan untuk pencurian keempat kali. Kemudian untuk seseorang yang
melakukan pencurian kelima kalinya, Sahabat Abu Bakar dan Umar
dijatuhi hukuman serta mengurungnya sedangkan sahabat Usman dan Umar
Ibn Abdul Aziz membunuhnya.

Kemudian dalam penerapan hukum potong tangan yang
dilaksanakan oleh Sahabat Ali bin Abi Thalib dijelaskan dalam sebuah
riwayat, sahabat Ali bin Abi Thalib memotong jari serta memotong satu
ruas ujung jari budak yang mencuri. Sedangkan pelaksanaan hukuman oleh
Sahabat Ali untuk pelaku pencuri yang berulang kali dijelaskan dalam

sebuah riwayat yaitu, telah menuturkan kepadaku Abu Mu’syir dari Said



bin Abu Said Al Magqbiri dari ayahnya, ia berkata: “Aku telah mendatangi
sahabat Ali bin Abi Thalib dengan membawa salah seorang laki-laki yang
pernah mencuri yang sebelah tangan serta kakinya putus. Kemudian, la
(Ali) menanyakan kepada para sahabat, apa tanggapan kalian tentang hal
ini?. Para sahabat menjawab, potong ya Amirul Mu’minin. Ali bin Abi
Thalib berkata ”Aku bunuh dia apabila kudapati dia membunuh. Sebab
bagaimana dia memakan makanan, bagiamana dia berwudu untuk shalat,
bagaimana dia bersuci dari junub, serta bagaiamana ia berdiri’.
Kemudian, Sahabat Ali bin Ali Thalib memberikan hukuman dengan
memenjarakan si pencuri selama beberapa hari lalu membebaskannya.
(H.R. Baihaqji).

Perdebatan terhadap penerapan hukum pidana islam sudah terjadi
sejak zaman para Sahabat, bahkan di zaman yang berkembang sekarang ini
seperti yang telah dijelaskan diatas perkembangan ilmu pengetahuan
berdampak pada penentuan hukum. Seperti menentukan hukum melalui
pendekatan ilmu pengetahuan lain, yaitu pendekatan HAM dan masih ada
anggapan masyarakat modern terhadap hukum pidana mati dalam islam
yaitu hukum gisas yang dianggap kejam, tidak manusiawi dan ketinggalan
zaman. Lalu bagaimana penerapan hukum gisas di Indonesia, sedangkan
negara Indonesia adalah negara yang menghormati dan memuliakan HAM,
negara presidensial, tetapi negara yang mayoritas penduduknya muslim.
Lalu, bagaimana Kemenag RI sebagai badan yang mengurusi permasalahan
di bidang agama menanggapi hal ini melalui kitab Tafsir Tematik Hukum,
Keadilan, dan Hak Asasi Manusia terhadap ayat-ayat yang menjelaskan
hukum gisds, apakah ada alternatif atau batasan dalam penerapan hukum
qisds atau sebaliknya.

Adapun alasan penulis memilih Tafsir Tematik Hukum, Keadilan,
dan Hak Asasi Manusia dari Lajnah Pentashihan Muahaf al-Qur’an
Kemenag RI sebagai bahan kajian dalam penelitian ini adalah, bagaimana
cara pemerintah selaku pemegang kekuasaan atau wewenang dalam

menentukan suatu hukum dengan dituangkan dalam bentuk kitab tafsir.



kemudian, menurut Atik Wartini kitab Tafsir tematik ini merupakan kitab
tafsir yang bernuansa ke-Indonesiaan yang memiliki relevansi dimasa
sekarang ini. Sebab, tafsir tematik ini dibentuk dengan bersadarkan
masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi.
Nur Azizah juga menjelaskan bahwa kitab tafsir tematik ini memuat
pendapat mufasir di Indonesia dan Kemenag RI menyusun kitab tafsir ini
agar bisa membantu dan memudahkan umat muslim dalam memahami
kandungan al-Qur’an.

Melalui penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik
mengangkat permasalahan bagaimana konsep hak asasi manusia dalam
penafsiran tafsir Tematik kemenag RI terhadap ayat-ayat Qisds dengan
judul penelitian Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Tematik Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI Terhadap Penafsiran
Ayat-Ayat Qisas.

. Penelitian Relevan

Mengkaji tentang HAM dan Qisds bukanlah sesuatu yang baru.
Penulis memperoleh beberapa penelitian yang relevan yang dapat dijadikan
pijakan dalam penelitian ini dengan terbagi menjadi dua yaitu Tafsir ayat-
ayat Qisas serta HAM dan agama.

Berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Qisas terdapat beberapa penelitian
relevan yaitu penelitian dari Niamah Lailatul Husna berjudul “Qisas Dalam
Al-Qur’an (Telaah Dalam Pemikiran Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami’
Li Ahkam Al-Qur’an dan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tdasir al-
Munir)”, penelitian dari Budi Ismail berjudul “Studi Qisas Dalam
Penafsiran Ibnu Katsir Dan Qurais Shihab”, penelitian dari Anang
Harianto berjudul “Konsep Qisas Dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir
Nusantara”, penelitian dari Akhmad Sulaiman berjudul “Reinterpretasi
Ayat al-Qisas Qs. al-Baqgarah ayat 178-179 (Pendekatan Magqashid al-
Syariah dan Sosio-Historis)”, serta penelitian dari Achmad Muji berjudul
“Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat Qisas Dalam Al-Qur’an (Sebuah
Aplikasi Pendekatan Kontekstual Adullah Saeed)”.



Penelitian-penelitian diatas yakni yang berkaitan dengan tafsir ayat-
ayat Qisas membahas penafsiran ayat-ayat Qisas secara mendalam mulai
dari konteks diturunkannya ayat hukum Qisas, pendapat para ulama tafsir
mengenai penafsiran ayat-ayat Qisas dengan menggunakan berbagai
pendekatan, serta relevansi penerapan hukum Qisas di masa sekarang ini.

Sedangkan penelitian relevan yang berkaitan HAM dan agama yaitu
penelitian dari Rosma Yeti berjudul “Penjatuhan Hukum Pidana Mati
Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM)”,
penelitian dari Rokhmadi berjudul “Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum
Pidana Islam di Era Modern”, penelitan dari M. Syaf’ie berjudul
“Pemikiran Organisasi Islam Tentang Penerapan Hukum Pidana Islam:
Tinjauan Hak Asasi Manusia”, dan penelitian dari Aas berjudul
“Reinterpretasi Ayat-Ayat Qisas Dengan Metode Double Movement”.

Beberapa penelitian ini menjelaskan mengenai penerimaan adanya
hukum Qisas tetapi, pelaksanaan hukum Qisas ini merupakan
tanggungjawab pemerintah dan pelaksanaannya pun harus dilaksanakan
sesuai Undang-Undang secara adil tanpa adanya deskriminasi agar tidak
menimbulkan kesalahpahaman tentang hukum ini terutama mengenai
pelanggaran HAM karena hukum Qisdas ini mengandung nilai moral yakni
melindungi HAM yaitu hak hidup.

Penelitian relevan yang telah dijelaskan diatas sama-sama
membahas penafsiran ayat-ayat Qisas dan HAM. Namun tentu memiliki
perbedaan yakni baik dari kitab tafsir yang digunakan, metode, serta
pendekatnnya. Sebab, penelitian yang peneliti lakukan ini fokus kepada
dimensi HAM dalam penafsiran ayat-ayat Qisas perspektif tafsir Tematik
Hukum, Keadilan, dan HAM karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an
Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI serta fokus pada
bagaimana konsep HAM yang terdapat dalam penafsiran ayat-ayat Qisas
dan relevansi penafsiran Kemenag RI mengenai ayat-ayat Qisas dalam

diskursus HAM di Indonesia.



C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa pustaka
(library research), karena dalam penelitian ini data peneliti peroleh melalui
berbagai literatur kepustakaan seperti buku, kitab-kitab tafsir, artikel jurnal,
serta skripsi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan pendekatan Maudui’. Sebab, penelitian ini mengkaji
satu tema atau topik khusus didalam al-Qur’an. pendekatan tematik ini
sudah lazim digunakan oleh para ulama atau mufasir sebab pendekatan ini
dianggap sebagai pendekatan pilihan yang sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan umat di masa sekarang serta pendekatan ini dipandang sebagai
metode yang paling obyektif.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menajdi dua, yaitu Sumber
data primer dan sekunder. Sumber data utama atau daata primer dalam
penelitian ini yaitu al-Qur’an serta Kitab Tafsir Tematik karya Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian
Agama RI yaitu Hukum, Keadilan, dan HAM. Sumber data sekunder dalam
penelitian ini didapat melalui buku, jurnal, skripsi, website yang dapat
melengkapi data dalam penelitan ini.

Teknis analisis yang penulis gunakan didalam penelitian ini
menggunakan analisis  yuridis-normatif yaitu analisis dengang
menggunakan pendekatan terhadap undang-undang sebagai sumber hukum
yang sudah ada atau analisis yang fokus pada telaah tekstual terhadap teks-
teks hukum. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Setelah data yang diperoleh dari penafsiran ayat-ayat Qisdas peneliti
menganalisis dimensi HAM yang ada di dalam ayat-ayat Qisas.

2. Diperoleh data dalam yaitu Hak Hidup dijelaskan pada Qs. Al-
Bagarah ayat 179, Hak memperoleh keadilan dijelaskan pada Qs.
Al-Baqarah ayat 178 dan Qs. Al-Maidah ayat 45, dan Hak atas rasa
aman dijelaska di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 179.

3. Kemudian peneliti analisis yuridis normati dengan dimensi HAM

yang terdapat pada UUD 1945 pada pasal Pasal 28 A tentang hak



hidup, Pasal 28 B tentang hak kelangsungan hidup, Pasal 28 D ayat
1 tentang pengakuan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum
yang adil danperlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28
I ayat 2 tentang hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi.

4. Selain dengan UUD 1945, peneliti juga menganalisis dengan UU
No. 39 Tahun 1999 pada pasal 4 tentang hak hidup, pasal 9 ayat 1
tentang hak hidup, Pasal 17 hak bebas dari perlakuan diskriminasi,
dan pasal 30 tentang hak atas rasa aman.

D. Hasil dan Pembahasan
1. Penafsiran ayat-ayat Qisds

Al-Baqarah ayat 178
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu
(melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan
perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari
saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah
menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah
keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah
itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Al-Bagarah/2:178)

QS. Al-Maidah ayat 45
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Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di
dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan
luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan
(hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak
memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah,
maka mereka itulah orang-orang zalim.” (Al-Ma'idah/5:45)



Penjelasan kedua ayat diatas ditemukan bahwa qisas adalah
mengambil pembalasan yang sama. Namun, qisas tidak diterapkan apabila
si pembunuh mendapat pengampunan dari ahli waris korban, sebagai
gantinya yaitu dengan membayar diah atau disebut juga ganti rugi.
Pembayaran diah mestinya dilakukan dengan cara yang baik, seperti dengan
tidak mendesak si pembunuh. Si pembunuh hendaknya membayar diah
dengan cara yang baik juga, yakni dengan tidak mengundur-undurnya.
Apabila ahli waris membunuh anggota keluarga ataupun si pelaku setelah
dilakukan pembayaran diah sebab rasa dendam, maka ia harus menerima
hukuman qisas di dunia, dan di akhirat dia akan mendapkan siksa yang
pedih.

Ketetapan hukum gisas juga dijelaskan di dalam beberapa hadis Nabi
diantaranya yaitu:
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Artinya: “Tidaklah halal darah seseorang muslim yang bersaksi
bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan akau (Muhammad)” adalah
utusan Allah kecuali karena salah satu dari tiga hal: pezina yang telah
kawin, membunuh jiwa, serta orang yag meninggalkan agamanya dan
memisahkan diri dari jamaah”.

Adapun diah menurut bahasa barasal dari kata wadd-yadi-
wadyan-wa diyatun. Masdar wadyan digunakan untuk menunjukkan
makna sala (mengalir), serta sering dikaitkan dengan lembah, seperti
dalam Qs. Taha ayat 12. Sedangkan masdar diyah kental dengan nuansa
“membayar diah”, yakni harta tebusan sebagai ganti rugi tindak pidana
qisas, bentuk asli diyah adalah widyah yang dibuang huruf waw-nya.

Kata diyah serta derivasinya terulang di dalam al-Qur’an sebanyak 12
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kali, tersebar di dalam 11 ayat dan 11 surat. Khusu dalam bentuk diyah,
diulang sebanyak dua kali. Keduanya terdapat dalam surah an-Nisa ayat

92.
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Artinya: “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang
hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada
keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)
membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang
memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh)
memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum
(kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah
pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta
memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan
(hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai
(ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha
bijaksana.” (An-Nisa'/4:92)

Al-Qurthubi menjelaskan ayat diatas bahwa diah yang dimaksud
dalam ayat tersebut adalah “sesuatu yang diberikan pelaku kepada korban
pembunuhan melalui walinya sebagai ganti rugi atas korban pembunuhan”.
Meskipun ayat tersebut menjelaskan terkait pembunuhan tidak sengaja, para
ulama sepakat menyatakan bahwa ketika g¢isas batal atau mustahil
dilakukan, maka diah diwajibkan sebagai hukuman pengganti dalam tindak
pidana pembunuhan sengaja. Dengan demikian, diah merupakan hukuman
utama dalam pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja. Selain itu, diah
juga menjadi hukuman pengganti gisas dalam tindak pidana pembunuhan
atau pelukaan yang dilakukan secara sengaja, apabila gisas dibatalkan atau
tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian, mengenai bentuk dan jumlah diak yang harus dibayarkan

oleh pelaku pembunuhan tidak dijelaskan di dalam al-Qur’an. Surat an-Nisa
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ayat 92 hanya memberikan informasi terkait kewajiban pelaku pembunuhan
membayar diah. Penjelasan terkait bentuk dan jumlah diah dijelaskan

dalam hadis-hadis Nabi, diantaranya di dalam satu sabda Rasulillah:
o O N S L ) 3 A A e 8 e a e a
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artinya: Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin
tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus diqisas, kecuali jika keluarga
korban memaafkannya. Dan sesungguhnya dalam menghilanfkan nyawa
harus membayar diyat, berupa 100 ekor unta. (Riwayat an-Nasa'’t dari
kakeknya Abu Bakar)

Disimpulkan bahwa hukum pidana jarimah qgisas/diah ialah tindak

pidana yang berkaitan dengan pelanggaran jiwa atau anggota tubuh
seseorang, yakni membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap
tindak pidana tersebut adalah gisas, yaitu memberikan perlakuan yang sama
kepada pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sebagai
hukuman pokok atau diganti dengan diah atau ganti rugi dengan harta.
Jjarimah qisas/ diah ini merupakan hukuman yang sifatnya baku, tidak
mempunyai batas minimal serta maksimal, seperti yang berlaku pada
jarimah hudud.selain itu, jarimah qisas/ diah juga merupakan hak pribadi.
Maknanya, pihak korban dapat menggugurkan hukuman gisds tersebut,
dengan memaafkan tanpa ganti rugi ataupun memaafkan dengan ganti rugi.
Sebab, hak qisas atau diah adalah hak pribadi korban maka hak tersebut
diserahkan kepada ahli waris.

Qs. al-Baqarah ayat 179
179 :2/5800 ) Yva G5 a&al W) (J 53 gia (alladl) 8 241

Artinya: “Dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-
orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Al-Bagarah/2:179)

Dijelaskan dalam ayat di atas, hukum qisas mencerminkan upaya guna

memberikan efek jera kepada masyarakat, menghukum satu orang berarti

menghidupkan sekian ribu orang lainnya. Meskipun hukum islam (fikih)

menekankan pentingnya kepastian hukum, tetapi tetap ada peluang negosiasi dan
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pemaafan. Pembunuhan secara sengaja yang diancam hukuman mati dapat
dibatalkan dengan adanya pemberian maaf dari keluarga korban. Sebagai
gantinya, terpidana harus membayar diyah (ganti rugi) kepada keluarga korban.
Ayat di atas juga menegaskan bahwa melalui ketentuan hukum gisas,
kelangsungan hidup orang banyak menjadi terjamin. Seseorang yang memiliki
niat untuk membunuh mengetahui hukuman seperti apa yang akan diterimanya
yaitu hukuman mati, tentu orang tersebut tidak akan melaksanakan niatnya
tersebut. Boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka
yang memiliki akal sehat dan menggunakannya tentu bisa memahaminya dengan
baik. Betapa tidak, ayat ini menyebut mereka sebagai ulul/ albab, orang-orang
yang berakal. Memang tidak dapat dipungkiri, sebagian kalangan menilai
hukuman mati tidak manusiawi, melanggar HAM, atau cenderung bernuansa
balas dendam. Tetapi, sesungguhnya hal itu sudah dijelaskan dalam firman Allah
yakni dalam Qs. al-Maidah ayat 32:
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Artinya: “ Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani
Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena
(orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau
karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia
telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang
memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah
memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul
Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian,
sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui

batas di bumi.” (Al-Ma'idah/5:32)
Penjelasan diatas, dari perspektis hak asasi manusia, setiap manusia

memang memiliki hak paling dasar yaitu hak hidup. Pasal 6 kovenan hak sipil
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dan politik berbunyi “pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup yang
harus di lindungi oleh hukum. Tidak sesorang pun yang secara gegabah
(melawan hukum, ilegal) boleh dirampas hak hidupnya.”

Secara teoritis, hak hidup merupakan kelompok hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya, dalam keadaan apapun
dengan alasan apapun seseorang tidak boleh dirampas hak hidupnya. Deklarasi
Universal HAM pasal 3 menyatakan,”setiap orang memiliki hak hidup, hak
merdeka, dan keamanan pribadi.” Pada hak ini, negara-negara menyikapi pidana
mati secara berbeda, ada negara yang menghapus hukuman mati, dan ada juga
yang masih mempertahankannya. Indonesia dan malaysia adalah dua dari
banyak negara yang masih tetap melegalkan hukuman mati.

QS. al-Baqarah ayat 194
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Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang
dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang
menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya
terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Allah  bersama orang-orang yang bertakwa.”  (Al-

Bagarah/2:194)

Al-Qur’an menetapkan empat bulan dalam setahun yang merupakan
bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan yang dihormati, penghormatan yang
mengantar kepada lahirnya larangan-larangan tertentu, yang biasanya
dibolehkan pada bulan yang lain. Keempat bulan tersebut yaitu Muharram
(bulan pertama), Rajab (bulan 7), Dzulga’dah (bulan 11), dan Dzulhijjah (bulan
12) dari penanggalan Qamariyah.

Pada bulan Dzulhijjah tahun keenam Hijrah (627) Rasulullah saw bersama
rombongan kaum muslimin, bermaksud melaksanakan umrah, tetapi mereka
dihadang di satu lembah dekat Mekkah yaitu di Hudaibiyah. Setelah melakukan
perundingan dan menyepakati sekian butir kesepakatan diantaranya gencetan

senjata selama sepuluh tahun, brliau dan rombongan terpaksa kembali ke
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Madinah. Kemudian tahun berikutnya pada bulan yang sama, beliau kembali
melaksanakan umrah sebagai qadha’ yakni pengganti umrah yang batal tahun
lalu itu. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Bulan Haram dimana kamu
pada tahun yang lalu dihalangi oleh kaum musyrikin.

Bisa juga kata bulan haram dipahami dalam arti keempat bulan haram,
sehingga penggalan ayat diatas berarti, penghormatan terhadap bulan haram
adalah wajib bagi yang menghormati bulan haram, adapun yang tidak
menghormati, maka tidak berlaku baginya ketentuan-ketentuan yang berkaitan
dengan larangan membunuh atau perang, dan sebab itu berlaku terhadap mereka
hukum qisas, yaitu perlakuan yang sama. Yang tidak menghormati maka dia pun
tidak dihormati. Oleh sebab itu barang siapa yang melakukan urgensi terhadap
kamu pada bulan haram atau di luarnya, maka lakukan pula urgensi pembalasan
yang persis atau, seimbang dengan urgensinya terhadap kamu.

Imam syafi’i menegaskan perlunya persamaan penuh antara agresi yang
mereka lakukan dengan pembalasan yang patut mereka dapatkan. Persamaan
penuh itu bukan saja dipahami dari perintah Allah melakukan pembalasan
dengan menamainya agresi agar sesuia agresi mereka, tetapi juga dari
penambahan huruf ba’ yang dibaca bi pada kata bi mitsli. Beliau juga
berpendapat bahwa pembalasan dalam pembunuhan demekian juga alatnya
harus sepenuhnya sama, dengan cara dan alat yang dilakukan oleh terpidana.
Ulama lain hanya mempersamakan dalam nilai. Pembunuhan menghilangkan
nyawa, dan dengan demikian siapa yang membunuh tanpa haq, dijatuhi
hukuman mati, dengan cara apapun yang mengakibatkan nyawa tercabut.

Ayat ini diakhiri dengan pesan bertakwalah kepada Allah dalam arti
berhati-hatilah jangan sampai sanksi Allah menimpa kamu, kaena itu jangan
sampai kamu melampaui batas dalam membalas. Peringatan ini perlu, sebab
boleh jadi ada yang menduga bahwa pembalasan terhadap mereka harus lebih
berat karena kesalahan mereka bukan hanya menyangkut seseorang, tetapi
kelompok. Selanjutnya perlu juga diingatkan bahwa pintu pemaafan bagi yang

bertaubat walau telah melakuka kesalahan dan penganiayaan tetap harus dibuka,

15



dan hendaklah semua mengetahui bahwa Allah bersama orang-orang yang
bertakwa dengan dukungan bimbingan dan anugerah-Nya.

Tentu saja diperlukan biaya melaksanakan perintah diatas, yaitu membela
kebenaran dan menegakkan keadilan. Apalagi seringkali manusia membela
terpedaya oleh godaan setan yang membisiskan kepada manusia bahwa
menafkahlan harta akan mengantar mereka kepada kemiskinan dan kebinasaan.
Di sisi lain, peperanganh dapat mengakibatkan lenyapnya jiwa, sedang
bernafkah mengakibatkan keluarnya harta. Harta dan jiwa merupakan dua hal
yang amat berharga dan salaing berkaitan.

Penafsiran Kemenag pada Qs. Al-Baqarah ayat 178 menetapkan suatu
hukuman gisas yang wajib dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan:

a. Apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka kisas berlaku

bagi pembunuh yang merdeka tersebut.

b. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya), maka kisas

berlaku bagi budak pembunuh.

c. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena

hukuman mati adalah perempuan tersebut.

Penjelasan ayat ini dilengkapi dengan bagaimana hukumnya apabila hal-
hal berikut terjadi:
Apabila orang merdeka membunuh seorang hamba sahaya.
b. Apabila seorang Muslim membunuh seorang kafir zimmi (kafir yang
menjadi warga negara Islam).
Apabila orang banyak bersama-sama membunuh seorang manusia.
d. Apabila seorang laki-laki membunuh seorang perempuan.
e. Apabila seorang ayah membunuh anaknya.

Para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing Menurut mazhab
Hanafi, pada masalah no. 1 dan no. 2 hukumnya ialah bahwa si pembunuh itu
harus dihukum mati, walaupun derajat yang dibunuh dianggap lebih rendah dari
yang membunuhnya, dengan alasan Dari permulaan ayat 178 ini sampai kepada

kata-kata al-qatl sudah dianggap satu kalimat yang sempurna. Jadi, tidak
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dibedakan antara derajat manusia yang membunuh dan yang dibunuh. Sedang
kata-kata berikutnya yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya
dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan, hanyalah sekadar
memperkuat hukum, agar jangan berbuat seperti pada masa jahiliah.

Alasan yang selanjutnya Ayat ini dinasakhkan (tidak berlaku lagi
hukumannya) dengan ayat 45 surah al-Ma'idah/5 yang tidak membedakan
derajat dan agama manusia. ; Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, pada masalah
No. 1 dan No. 2 ini, pembunuh tidak dibunuh, karena persamaan itu adalah
menjadi syarat bagi mereka dengan alasan Kalimat dalam ayat tersebut belum
dianggap sempurna kalau belum sampai kepada kata-kata: 5915 39U
(perempuan dengan perempuan). Jadi merdeka dengan yang merdeka, hamba
sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan. Persamaan itu
menjadi syarat, sedang ayat 45 Al-Ma'idah sifatnya umum ditakhsiskan dengan
ayat ini.

Sabda Rasulullah saw:

(Al o o e oo Lol 5 ) LS Gl i Y

Tidak dibunuh orang mukmin karena membunuh orang kafir. (Riwayat al-
Bukhart dari Ali bin Abt Talib);Masalah no. 3: menurut jumhur ulama, semua
dihukum mati karena masing-masing telah mengambil bagian dalam
pembunuhan. Masalah no. 4 hukumnya sesuai dengan ijmak sahabat, yaitu
pembunuh wajib dihukum mati, karena dianggap tidak ada perbedaan yang
pokok antara laki-laki dengan perempuan. Masalah no. 5 hukumnya tidak
dihukum mati karena membunuh anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

(e Co A o) 5 5) oal o Ay i3 Y

Ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya (Riwayat al-Bukhar1 dari
Umar);Pada masalah yang terakhir ini dan masalah-masalah sebelumnya
ditetapkan hukumnya bahwa si pembunuh bebas dari hukuman kisas, tetapi
dijatuhkan kepadanya hukuman lain, seperti diat, denda, dan sebagainya,

sebagaimana diterangkan secara terinci di dalam kitab-kitab fikih.
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Selanjutnya Allah swt menerangkan adanya kemungkinan lain yang lebih
ringan dari kisas, yaitu Barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudara
yang terbunuh, maka hendaklah orang yang diberi maaf itu membayar diat
kepada saudara (ahli waris) yang memberi maaf dengan cara yang baik. Artinya
gugurlah hukuman wajib kisas dan diganti dengan hukuman diat yang wajib
dibayar dengan baik oleh yang membunuh. Kemudian dalam penutup ayat ini
Allah memperingatkan kepada ahli waris yang telah memberi maaf, agar jangan
berbuat yang tidak wajar kepada pihak yang telah diberi maaf, karena apabila ia
berbuat hal-hal yang tidak wajar, maka artinya perbuatan itu melampaui batas
dan akan mendapat azab yang pedih di hari kiamat.

Lahirnya reformasi di Indonesia memberikan jalan bagi daerah-daerah di
Indonesia untuk mengatur kehidupan rumah tangga daerahnya sendiri.
Pengaturan kehidupan rumah tangga daerah tersebut dijelaskan dalam UU No.
22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal menjadikan salah satu provinsi
di Indonesia yaitu Aceh yang menjadikan hukum islam salah satunya hukum
qisas sebagai alternatif. Masyarakat Aceh yang mayoritas agamanya Islam serta
mengimplmentasikan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari kemudian
masyarakat Aceh melaksanakan referendum yang hasilnya kemudian
pemerintah meresponnya dengan dibentuknya UU No. 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No.18
tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
provinsi Nengroe Aceh Darussalam, UU No. 11 tahun 2006 tentang
pemerintahan Aceh serta dioprasioanalkan dengan Kepres No. 11tahun 2003
tentang mahkamah syariah dan mahkamah syariah di Provinsi Nengroe Aceh
Darussalam.

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang mengikuti peraturan hukum
yang ada, sebab di Indonesia masyarakatnya yang plural dari segi agama, suku,
adat istiadat, dan lainnya. Kepluralan tersebut menjadikan agama Indoneisa
tidak dijadikan sebagai dasar negara tetapi hanya sebatas menjadikannya
sebagai sumer dan material dalam menentukan hukum. Hal ini dapat

mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang plural. Maka
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pelaksanaa hukum di Indonesia tetap mengikuti ketentuan yang diberlakukan.
Sama halnya dengan negara Indonesia negara yang masih melegalkan hukuman
mati, tetapi hukuman tersebut hanya diberlakukan pada kejahatan-kejahatan
tertentu seperti kasus pembunuhan, terorisme, perampokan dan kasusu
penyelahgunaan narkotika berupa pengedar narkotika. Penjelasan tersebut,
sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah yaitu sebagai salah satu bentuk upaya
dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai
bentuk jaminan perlindungan nilai-nilai yang ada di masyarakat setempat.

2. Konsep HAM dalam Ayat-ayat Qisas

Kemenag RI menjelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 179 bahwa
agama Islam menghormati harkat serta martabat manusia manusia, serta
melarang siapapun untuk merendahkan harkat serta maertabat tersebut.
Sebab, manusia diberi akal untuk megimbangi nafsunya. Dalam penerapan
hukum islam salah satunya hukum gisas terdapat kepentingan orang banyak
terjamin, ayat ini menjelaskan bahwa dalam hukum gisas terdapat jaminan

kehidupan bagi manusia.

Penafsiran ayat-ayat Qisas Kemenag RI terdapat kategorisasi hak
asasi manusia yaitu Pertama, berkaitan dengan ruang lingkup Hak Asasi
Manusia dalam UU No. 3 terdapat 10 ruang lingkup Hak Asasi Mansuia yaitu
hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh
keadilan, hak memperoleh kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas
kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.
Terdapat 3 ruang lingkup Hak Asasi Manusia dalam penafsiran ayat-ayat

Qisas yaitu sebagai berikut:
a. Hak Hidup dijelaskan pada Qs. Al-Baqarah ayat 179 melalui
ketetapan hukum Qisas kelangsungan hidup orang banyak menjadi

terjamin.
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b. Hak memperoleh keadilan dijelaskan pada Qs. Al-Baqarah ayat 178
dan Qs. Al-Maidah ayat 45 ayat ini menjelaskan hukum Qisas
mengandung persamaan atau keadilan. Persamaan yang dimaksud
ialah orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan
hamba sahaya, perempuan dengan perempuan.

c. Hak atas rasa aman dijelaska di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 179
seseorang yang memahami hukuman yang diterimanya hukum Qisas
tentunya mengurungkan niatnya, maka menjaga kehidupan manusia
dan menjadikan hak atas rasa aman manusia terjaga.

Penafsiran Kemenag RI dalam penafsiran ayat-ayat Qisas juga
memuat prinsip dasar Hak Asasi Manusia baik HAM secara Universasal
maupun prinsip HAM dalam Islam. Prinsip HAM secara universal yaitu
prinsip dasar kesetaraan, prinsip dasar non diskriminasi, prinsip dasar
partisipasi, dan prinsip dasar kontribusi. Kemudian prinsip dasar HAM
dalam Islam yaitu prinsip dasar kesamaan persamaan dan prinsip dasar
kebebasan. Terdapat dua prinsip HAM dalam penafsiran ayat-ayat
Qisas yaitu Prinsip dasar kesetaraan atau persamaan dan rinsip dasar
non diskriminasi dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 178 dan Qs. Al-
Maidah ayat 45 hukum Qisas menjelaskan persamaan dalam
melaksanakan hukuman kepada manusi tanpa memandang perbedaan
yang dimiliki.

. Relevansi Penafsiran Kemenag RI Mengenai Ayat-ayat Qisas dalam

Diskursus HAM di Indonesia
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dari segi yuridis normatif, Hak Asasi Manusia diantaranya diatur
dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Penjelasan HAM dalam
UUD 1945 salah satunya yaitu pada pasal 28 A menjelaskan bahwa
setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup
dan kehidupannya. Sedangkan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 hak
yang merekat pada hakikat serta kehadiran manusia sebagai makhluk
ciptaan Tuhan dimana hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh setiap individu, pemerintah serta hukum, guna menjaga
serta melindungi harkat martabat manusia.

Secara yuridis normatif penafsiran ayat-ayat Qisas pada Qs.
Baqarah ayat 178 dan al-Maidah ayat 45 Kemenag RI mencakup prinsip
dasar kesamaan dan non dikriminasi sejalan dengan pasal di dalam UUD
1945 tentang HAM yaitu pasal 28 D ayat 1 dan pasal 28 I ayat 2. Pada
bab dua dijelaskan pasal 28 D ayat 1 menjelaskan setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada pasal 28 I
ayat 2 menjelaskan setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan
diskriminatif atas dasar apapun serta berhak mendapatkan perlindungan
dari perlakuan deskriminatif tersebut.

Sedangkan pada penafsiran Kemenag didalam Qs. al-Bagarah
ayat 179 yang menjelaskan hukum qisas mencerminkan upaya guna
memberikan efek jera kepada masyarakat, menghukum satu orang

berarti menghidupkan sekian ribu orang lainnya. Ayat tersebut juga
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menegaskan bahwa melalui ketentuan hukum gisdas, kelangsungan hidup
orang banyak menjadi terjamin. Seseorang yang memiliki niat untuk
membunuh mengetahui hukuman seperti apa yang akan diterimanya
yaitu hukuman mati, tentu orang tersebut tidak akan melaksanakan
niatnya tersebut. Boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua
orang, tetapi mereka yang memiliki akal sehat dan menggunakannya
tentu bisa memahaminya dengan baik.

Penjelasan ayat diatas mengacu pada hak asasi manusia yaitu
mengenai hak hidup seseorang. Hal tersebut sejalan dengan pasal 28 A
UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk
hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian pada
penjelasan ayat diatas terkait bahwa melalui ketentuan hukum gisas,
boleh jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka
yang memiliki akal sehat dan menggunakannya tentu bisa
memahaminya dengan baik. kelangsungan hidup orang banyak menjadi
terjamin sejalan dengan pasal 28 G UUD 1945 yang menjelaskan setiap
orang mempunyai hak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi manusia.

Selain sejalan dengan UUD 1945 juga sejalan dengan UU No.
39 tahun 1999 yaitu hak hidup dalam pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999
mennyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan

pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
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diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun dan oleh siapapun”; Pasal 9 ayat 1 menjelaskan “setiap
orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan
taraf kehidupannya”; ayat 2 “setiap berhak untuk hidup tentram, aman,
damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin”.

3

Kemudian juga sejalan dengan Pasal 17 menjelaskan “setiap
orang, tanpa deskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan
mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara
pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses
peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara
yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil
untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”, dan Pasal 30
mejelaskan “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu”.

E. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam penulisan penelitian ini,
maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tafsir ayat Qisas kemenag RI merepresentasikan penegakkan HAM melalui
Qisas. Konsep Hak Asasi Manusia dalam penafsiran ayat-ayat Qisds
Kemenag RI pada penafsiran Qs. al-Baqarah ayat 178 dan Qs. al-Maidah ayat
45 terdapat ruang lingkup HAM yaitu hak memperoleh keadilan serta terdapat

prinsip dasar HAM yaitu prinsip dasar persamaan atau kesetaraan dan prinsip
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dasar non diskrimasi. Persamaan yang dimaksud bahwa setiap manusia
berhak memperoleh keadilan dalam pemenuham HAM. Sedangkan prinsip
persamaan dan non diskrimasi yaitu pemenuhan HAM tidak oleh memandang
manusia dari status sosial, suku, ras, agama, usia, jenis kelamin, serta
perbedaan yang lainnya. Sedangkan dalam Qs. al-Baqarah ayat 179 yaitu
dalam hukum Qisdas terdapat jaminan kehidupan untuk manusia, kemudian
juga terdapat ruang lingkup HAM yaitu Hak hidup dan hak atas rasa aman.
Selain itu, dalam penafsiran ayat ini terdapat aspek pemaafan.

. Penafsiran Kemenag RI terhadap Penafsiran ayat-ayat Qisas memiliki
relevansi secara yuridis normatif dengan HAM di Indonesia yang ada di
dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 yaitu:

a) HAM di UUD 1945 pasal 28 A yang menjelaskan hak untuk hidup
dan mempertahankan hidup dan kehidupannya dan Pasal 28 B ayat
hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak
atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

b) HAM di UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 hak atas pengakuan, jaminan
perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang
sama di depan hukum dijelaskan dalam pasal dan Pasal 28 I ayat 2
hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatuf atas dasar apapun
dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan
doskriminatif tersebut diatur didalam.

c) Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “hak untuk hidup, hak
untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan
oleh siapapun”;

d) Pasal 9 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan “setiap orang
berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan
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taraf kehidupannya”; ayat 2 “setiap berhak untuk hidup tentram,
aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin”;

e) Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan “setiap orang, tanpa
deskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan
permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana,
perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan
yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang
menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan
adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

f) Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 mejelaskan “setiap orang berhak
atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Namun, dalam ketentuan normatifnya pelaksanaan hukum gisdas
masih terdapat perbedaan pandangan dan pelaksanaannya. Dalam negara
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, otonomi daerah, serta

ketentuan hukum Islam yang telah ditentukan
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